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ABSTRAK
Nama : Randitya Eko Adhitama
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul : Reasuransi Sebagai Jaminan Atas RisikasRleaan

Asuransi

Tesis ini membahas bentuk tanggung jawab perusakeaanransi terhadap pihak
tertanggung apabila penanggung tidak dapat melakaankewajibannya kepada
pihak tertanggung dan hubungan antara pihak tegtamgy dengan pihak
penanggung ulang yang diatur di dalam Kitab Unddndang Hukum Perdata.
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dangdesain deskriptif analitis.
Hasil penelitian ini menyarankan agar cadanganisekaperti yang dimaksud
dalam Pasal 14 ayat (1) PP No. 73 Tahun 1992 TgrRanyelenggaraan Usaha
Perasuransian harus diperbesar lagi jumlahnyanggaihak tertanggung untuk
menerima pembayaran klaim atas kerugian yang tiaga dapat lebih terjamin.

Kata kunci :
Reasuransi, penanggung, penanggung ulang

ABSTRACT
Name : Randitya Eko Adhitama
Study Program : Notary Master Degree
Title : Reinsurance as a Guarantee of Insuramrepany Risk

The focus of this study discusses about reinsuraongany responsibility to the

insured if the insurer fails to execute its obligas to the insured and the
relationship between the insured with the reinsam@anged in the Indonesian
Civil Code. This research is qualitative researdtihdescriptive analytic design.

The results of this study suggest that the techmeserved as referred to in

Article 14 paragraph (1) Government Regulation NemB3 Year 1992 about

Operation of Insurance Bussiness should be expafutger in number, so that

the insured’s right to receive payment of claimsdamages suffered can be more
assured.

Keywords :
Reinsurance, insurer, reinsurer
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Kehidupan dan kegiatan manusia pada hakikatnya amelugpg berbagai
macam hal yang menunjukkan sifat hakiki dari kepatuitu sendiri. Sifat hakiki
yang dimaksud adalah suatu sifat “tidak kekal” yaetalu menyertai kehidupan
dan kegiatan manusia. Sifat tidak kekal terseblalisenelekat pada diri manusia
baik secara pribadi maupun dalam kehidupan sosialny

Keadaan yang tidak kekal tersebut mengakibatkatu skeadaan yang
tidak dapat dapat diramalkan atau diprediksi ténlelahulu secara tepat, sehingga
dengan demikian keadaan tersebut tidak akan peneahberikan kepastian yang
menyebabkan keadaan yang tidak pasti pula. Keagaag tidak pasti tersebut
dapat berwujud dalam berbagai macam bentuk daarpyasdapat dihindari oleh
manusia. Keadaan yang tidak pasti terhadap segataurgkinan yang dapat
terjadi dalam bentuk yang tidak tertentu tersetagat menimbulkan rasa tidak
aman. Keadaan inilah yang lazim disebut dengakorisi

Pada sisi lain, manusia sebagai mahkluk ciptaanaiuflianugerahi
berbagai macam kelebihan, sehingga dengan adanggerah tersebut, manusia
dapat berpikir dan berupaya untuk mengatasi ratk taman tersebut. Melalui
upayanya tersebut, manusia dapat mengatasi ketida&p tersebut menjadi
suatu kepastian, dengan demikian manusia selalat dagnghindari risiko-risiko
yang timbul.

Upaya yang dilakukan oleh manusia untuk mengataskorrisiko

tersebut, antara lain dengan cara menghindarirtga, melimpahkannya kepada
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pihak-pihak lain di luar dirinya sendiri. Usaha gadilakukan oleh manusia
tersebut dimulai sejak permulaan kegiatan ekonoamusia, yaitu sejak manusia
melakukan kegiatan perdagangan yang sederhanandaélan risiko kepada
pihak lain sudah dikenal oleh manusia sejak abad-alwval sebelum Masehi.

Usaha dan upaya manusia untuk menghindari risikogagan cara
melimpahkannya kepada pihak lain beserta prosampehannya itulah yang
merupakan cikal bakal usaha perasuransian yandpliikeebagai suatu kegiatan
ekonomi yang rumit sampai saat ini.

Seiring dengan perkembangan zaman, usaha perasarankut
berkembang, karena risiko-risiko yang mungkin tilnpun akan berkembang
pula. Oleh karena itu pada saat ini, usaha penasiaradikenal dan berkembang
di sebagian besar negara di seluruh dunia, satahysaadalah Indonesia.

Industrialisasi yang dicanangkan dalam rangka pegurzan ekonomi
Indonesia sangat dipengaruhi oleh kemajuan danep#r&ngan ilmu dan
teknologi modern. Dalam dunia industri, jasa assiramempunyai peranan yang
cukup penting dan seringkali menentukan. Kemajwdand bidang perekonomian
khususnya di bidang industri, asuransi merupakkah satu aspek yang vital dan
tidak dapat diabaikan begitu saja. Sejalan dengakembangan dan kegiatan
industri di Indonesia, perkembangan industri assiramemperlihatkan gejala yang
positif. Gejala positif tersebut dapat dilihat dangnemperhatikan perkembangan
struktur pasar asuransi di Indonesia yang semakjo.m

Perkembangan struktur pasar asuransi di atas dapatberikan suatu
indikasi bahwa struktur pasar itu sendiri didukualgh perkembangan dan
pertumbuhan jumlah perusahaan asuransi yang makianbbah dari tahun ke
tahun yang dapat menampung dan mencukupi kebutakan proteksi bagi
masyarakat. Oleh karena itu dapat dimengerti bapgr&tumbuhan perusahaan
asuransi tersebut merupakan suatu gejala majudyatim di Indonesia.

Secara operasional, perusahaaan asuransi di Indafikenal dalam tiga

jenis kegiatan, yaitu perusahadn :

' Sri Redjeki Hartono (1), “Reasuransi, Kebutuhamg@idak Dapat Dikesampingkan
Oleh Penanggung Guna Memenuhi Kewajibannya Terh@depnggung Tinjauan Yuridis”,
(Disertasi Doktor Universitas Diponegoro, Semardrg$0), hal. 2.
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1) Asuransi kerugian
2) Asuransi jiwa, dan
3) Asuransi sosial

Ketiga jenis perusahaaan asuransi tersebut, masisgig mempunyai
beberapa perbedaan antara yang satu dengan yangdsiiai dengan sifat-
sifatnya sendiri yang spesifik. Meskipun demikiaketiganya mempunyai
kesamaan antara yang satu dengan yang lain, kegtigarerupakan lembaga
pengalihan risiko. Risiko dari satu pihak yang nazlisebut tertanggung atau
nasabah dialihkan kepada perusahaan asuransi s@emgaggung atageding
companysebagai penanggung melalui perjanjian asurandi. Rrbagai risiko
yang semula adalah beban masing-masing tertang@lkag, dialihkan kepada
perusahaan asuransi atas dasar perjanjian asweahsigga beban risiko tersebut
akan menjadi beban perusahaan asuransi.

Hal ini berarti bahwa perusahaan-perusahaan asuemssbut memikul
tanggung jawab yang sangat besar. Oleh karena niengingat tanggung
jawabnya yang sangat besar, maka perusahaan-paansasuransi juga berusaha
mengalihkan kembali risiko yang telah ia terimauapaling tidak memperkecil
tanggung jawabnya tersebut.

Usaha pengalihan risiko yang dilakukan oleh peragatperusahaan
asuransi tersebut lazim dikenal dengan suatu kegigang disebut reasuransi.
Maka dengan demikian untuk memenuhi kewajibannyhatiap risiko yang
sudah diterimanya, perusahaan-perusahaan asurangahimkan kembali risiko-
risiko yang dipikulnya dengan cara mengadakan raasu

Pada hakikatnya, perusahaan asuransi adalah paamsaglang menjual
jasa dan jasa yang ditawarkan adalah janji, sedngknji yang ditawarkan
adalah janji untuk memerikan suatu ketidakpasti@mjadi suatu kepastian. Hal
ini berarti ketidakpastian tertanggung terhadapgis atas risiko yang mungkin
diderita sehingga menjadi suatu kepastian kareranyad kesanggupan dari
penanggung untuk mengambil alih ketidakpastiarebers

Reasuransi merupakan salah satu cara yang efektik unemberikan
proteksi terhadap risiko-risiko tertanggung yandalte diambil alih oleh

perusahaan asuransi. Dengan kata lain, pelaksaeaanransi bertujuan untuk
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meniadakan konsentrasi risiko yang sudah ada as#o ryang akan timbul.

Peniadaan konsentrasi risiko merupakan salah sata yang dilakukan oleh

perusahaan asuransi guna memperoleh hasil akharasesaksimal. Peniadaan

konsentrasi risiko tersebut dilakukan dengan meldai berbagai aspek, baik
aspek manajemen, teknik asuransi, dan hukum.

Perusahaan asuransi sebagai penanggung pertamalihmesasuransi
sebagai satu cara yang paling efektif dan tepatkunmeniadakan konsentrasi
risiko dengan rasionalitas sebagai berikut :

1) Reasuransi memberikan kemungkinan kepada penangmrtagna untuk
menerima pelimpahan risiko yang relatif besar dangartimbangan
solvensi yang cukup.

2) Reasuransi memberikan suatu kemungkinan kepadaggmag pertama
untuk menjaga stabilitas kenaikan produksi darutake tahun tanpa
keraguan karena tidak mampu membayar klaim yanggitidan dapat
mengadakan antisipasi produksi yang wajar.

3) Reasuransi dapat memperluas jangkauan pasar yalagpai wilayah
nasional negara dan dapat mengatasi dampak negjasf peristiwa-
peristiwa yang relatif besar. Misalnya bencana aleamaya ledakan, dan
sebagainya.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka makin jetadan nilai reasuransi
bagi kegiatan industri asuransi dan bagi kedudylemsahaan asuransi sebagai
penanggung pertama. Reasuransi merupakan salah bestiwk pemberian
perlindungan dan fasilitas kepada penanggung partdem perusahaan reasuransi
sebagai penanggung ulang. Bentuk pemberian perligadu dan fasilitas yang
diberikan oleh reasuransi pada hakikatnya adalatasiengan perlindungan dan
fasilitas yang diberikan oleh asuransi.

Pada pengertian terbatas, terdapat persamaan agsaransi dengan
reasuransi, yaitu sama-sama bertujuan mengalihisiiko rkepada pihak lain,
sedangkan pada pengertian yang lebih luas, reasum@mpunyai nilai lebih

yaitu disamping sebagai sarana peralihan risikaswensi juga berfungsi sebagai

? Sri Redjeki Hartono (2)Hukum Asuransi dan Perusahaan Asurafidakarta: Sinar
Grafika, 1997), hal. 222.
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sarana penyebaran risiko. Risiko yang telah diosgaikan oleh perusahaan
asuransi disebarkan lagi pada suatu lingkungan yebdp luas dengan cara
dialihkan melalui perjanjian reasuransi. Dengan id&m, risiko yang semula
terpusat pada perusahaan asuransi sebagai pengngmutama, dialihkan
kembali kepada perusahaan reasuransi dengan [emjargasuransi seperti
tersebut diatas.

Mengingat luasnya cakupan yang dapat diberikan meluransi kepada
perusahaan asuransi sebagai penanggung pertama reaguransi menjadi
sangat berarti dan sangat dibutuhkan oleh perusafmaansi, terutama dalam
rangka mengatasi kemungkinan kesulitan yang tirsbbhgai konsekuensi usaha

asuransi dan kegiatan asuransi.

1.2  Pokok Permasalahan
Berdasarkan apa yang telah diuraikan oleh Penalda pagian latar

belakang belakang permasalahan, penelitian ini akangangkat pokok

permasalahan sebagai berikut :

1) Bagaimana bentuk tanggung jawab perusahaan reasteamadap pihak
tertanggung (nasabah) apabila penanggung (perusamaansi) tidak
dapat melaksanakan kewajibannya kepada pihak tgytizng (nasabah)?

2) Bagaimanakah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atengubungan
antara pihak tertanggung (nasabah) dengan pihaknggong ulang

(perusahaan reasuransi) pada perjanjian reasuransi?

1.3  Tujuan Pendlitian
Adapun penulisan tesis ini mempunyai tujuan sebagakut, yaitu:

1) Untuk mengetahui bentuk tanggung jawab perusalessuransi terhadap
pihak tertanggung (nasabah) apabila penanggungiS@leaan asuransi)
tidak dapat melaksanakan kewajibannya kepada piteakanggung
(nasabah).

2) Untuk mengetahui pengaturan hubungan antara pilakanggung
(nasabah) dengan pihak penanggung ulang (perusabaaaransi) pada

perjanjian reasuransi di dalam Kitab Undang-Unddaogum Perdata.
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1.4  Metodologi Pendlitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatPeneliti akan
menekankan penelitian pada penggunaan norma huduolig yang terkait dan
relevan dengan permasalahan.

Dilihat dari sudut sifatnya, penelitian ini merupakpenelitian deskriptif
analitis, yaitu suatu penelitian yang bertujuan ukntmendeskripsikan dan
menganalisa secara sistematis mengenai perjangasuransi yang dilakukan
antara perusahaan asuransi dengan perusahaanansasdan kaitan antara
perusahaan reasuransi dengan pihak tertanggung.

Untuk mengumpulkan data, peneliti menggunakan neesbddi dokumen
baik menggunakan bahan primer maupun sekuhdenis data yang digunakan
dalam penelitian ini adalah data sekunder yang alene buku-buku, dokumen-
dokumen resmi serta laporan penelitian. Untuk gela&an penelitian ini, penulis
telah mengumpulkan data sekunder berupa bahankpudtai beberapa sumber
kepustakaan.

Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam gemrelini berupa
peraturan perundang-undangan yang berhubungan rdgad@k permasalahan
penelitian ini. Bahan hukum sekunder yang digunaddadah buku-buku, laporan
penelitian, serta makalah-makalah yang berhubudgagan permasalahan yang
akan dibahas dalam penelitian ini. Penulis akangaealisa data yang telah
berhasil dikumpulkan melalui bahan-bahan tersebogdn menggunakan metode

kualitatif.

15  Sistematika Penulisan
Adapun sistematika penulisan penelitian ini adakibagai berikut:

BAB 1 Bab ini merupakan bagian pendahuluan yang akenguraikan
latar belakang dan pokok permasalahan yang akaahatb
dalam tesis ini. Pada bab ini juga akan menjelaskaria
menguraikan mengenai metode penelitian yang digamak

dalam penulisan tesis ini.

* Soerjono Soekant®engantar Penelitian HukuniJakarta : Ul-Press, 1986), hal.52
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BAB 2

BAB 3

Pada bab ini penulis akan membahas secardidgemengenai
sejarah asuransi dan reasuransi, pengertian asudars
reasuransi, tujuan asuransi dan reasuransi, pimsipip/asas-
asas asuransi dan reasuransi, pelaku reasuranstukbe
bentuk/jenis-jenis asuransi, perjanjian asuransi gEasuransi,
retensi sendir{own retention) serta metode-metode reasuransi.
Pada bab ini penulis juga akan menguraikan hubumagdara
perjanjian dan perikatan, bentuk-bentuk perikatyarat-syarat
sahnya suatu perjanjian, serta wanprestasi suaganpan dan
akibat-akibatnya. Selain itu, penulis juga akan toahas
mengenai bentuk tanggung jawab perusahaan reassedaku
penanggung ulang terhadap pihak tertanggung apabila
penanggung tidak dapat melaksanakan kewajibannpadiee
pihak tertanggung dan pengaturan hubungan antdrak p
tertanggung dengan pihak penanggung ulang padanper]
reasuransi di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Rarda
Pada bab ini penulis akan menuliskan kesiapuldari
keseluruhan penelitian dan saran-saran bagi pelahasayang

timbul dari penelitian ini.
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BAB 2
TINJAUAN UMUM ASURANSI DAN REASURANSI SERTA
PENERAPANNYA DALAM PRAKTIK MENURUT HUKUM
PERIKATAN YANG DIATUR DALAM KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PERDATA

21  Tinjauan Umum Asuransi

211 Sgarah Perkembangan Asuransi

Perkembangan asuransi dimulai pada zaman sebelusehmadepatnya
pada zaman Yunani dibawah kekuasaan Alexander TeatGPada masa itu,
salah satu pembantunya yang bernama Antimenes rudaueruang dalam
jumlah yang besar untuk membiayai pemerintahandpéuk mendapatkan uang
tersebut, Antimenes mengumumkan kepada para penbliklak untuk
mendaftarkan budak-budaknya dan membayar sejundaly secara rutin tiap
tahun kepadanya. Sebagai timbal balik dari pemlaaiyaejumlah uang tersebut,
Antimenes menjanjikan kepada para pemilik budaketeut apabila ada budak
yang melarikan diri, budak tersebut akan ditang&tgu apabila budak tersebut
tidak dapat ditangkap, maka Antimenes akan meméerganti kerugian berupa
sejumlah uang kepada pemilik budak tersebut.

Apabila ditelaah secara seksama, uang yang tefahnda Antimenes dari
para pemilik budak tersebut dapat dikatakan sebagaiacam premi yang
diterima dari tertanggung, sedangkan kesanggupdmanes untuk menangkap
budak yang melarikan diri atau membayar ganti karugarena budak yang
hilang atau melarikan diri adalah semacam risikogydipikul oleh penanggung.
Perjanjian yang dilakukan oleh Antimenes dan paeaijk budak tersebut
memiliki kesamaan dengan asuransi kerugian yaagkkibal pada masa ini.

Perjanjian semacam ini terus berkembang pada t&eurl0 sesudah
masehi, yaitu pada zaman kekuasaan Romawi. Padaitnaslibentuk semacam
perkumpulan ¢ollegium)yang beranggotakan beberapa orang dan setiap tanggo

perkumpulan tersebut harus membayar uang pangkaiudan bulanan. Apabila
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terdapat anggota perkumpulan yang pindah ke temapat maka perkumpulan
tersebut akan memberikan bantuan biaya perjalaaarapabila terdapat anggota
perkumpulan yang mengadakan upacara tertentu, npakRumpulan akan
memberikan bantuan biaya upacara tersebut. Apdibdaah dengan teliti, maka
perjanjian-perjanjian tersebut merupakan peristivakum permulaan dari
perkembangan asuransi kerugian dan asuransi jumlah.

Pada abad pertengahan, dikenal bentuk pinjaman ydingmakan
Bottomry dan Respondentiayang dipergunakan sebagai alat/sarana komersial
untuk mengubah/mempengaruhi beban risik®ottomry merupakan suatu
perjanjian utang piutang yang dipergunakan dalagiakan pelayaran. Hal ini
dipergunakan juga oleh para pedagang Romawi kumoddiuti oleh bangsa-
bangsa maritim di Eropa.

Menurut Van Barneveld, asuransi atau pertanggungadern berakar
pada sistem cagak hidup d&attomry dengan mekanisme sebagai berfkut:

“Seseorang yang atas tanggungan dan risikonya rsenényuruh
mengangkut barang melalui laut, maka ia perlu mgmruang dari
seorang pelepas uang. Jika kapalnya selesai berlagka ia harus
membayar kembali uang yang dipinjam, ditambah dergsga yang

tinggi.”

Jadi pemberi pinjaman (yang kemudian kedudukannigant oleh
penanggung) memberikan pinjaman kepada seorang gaegla yang
menginginkan memperoleh barang dagangan untuk kliarmgelalui laut sesuai
dengan tujuan. Apabila semua berjalan dengan lesiléas dengan rencana, yaitu
apabila kapal beserta muatannya sampai pada teuppah dengan selamat, maka
pinjaman harus dibayar kembali ditambah dengan &wyaag tinggi. Jika kapal
yang bersangkutan beserta muatannya tidak samgai tempat tujuan dengan

selamat, maka pedagang tersebut boleh memilikndajuuang tersebut.

“Abdulkadir MuhammadHukum Asuransi IndonesigBandung: Citra Aditya Baki,
2006), hal. 2.

® H. Van BarneveldPengantar Dalam Pengetahuan Umum Asurafisikarta: Bharata
Karya Aksara, 1980), hal. 2.
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Dengan demikian, dapat dipahami bahwa bunga yabhgydr tersebut
seolah-olah berfungsi sebagai premi, sedangkanligemaing berfungsi sebagai
pihak yang menanggung risiko kehilangan uang ddiamterjadi bahaya yang
menimbulkan kerugian, jadi uang yang hilang terseleolah-olah sebagai ganti
kerugian kepada pedagang dan barang muatannya. fesidéwa ini terdapat
beban risiko yang seimbang akan tetapi dibaliksgmua terdapat sifat untung-
untungan yang sangat besar.

Pada awalnyaBottomry hanya dipergunakan untuk menanggung risiko
yang timbul dengan pembayaran sebagai biaya pelayamgkos. Adanya
tanggungan risiko dengan pembayaran tertentu dasukmaalam klausula
perjanjian mempunyai pengaruh khusus, yang akhinmgrajadi salah satu bentuk
usaha dagang sendiri dan membentuk dirinya mergadransi laut rarine
insurance.’

Klausula penerimaan risiko yang selalu dipakai mghepi perdagangan
makin lama makin berkembang, hal tersebut ditani@éaigan terciptanya pasar
risiko. Terciptanya pasar risiko tersebut tenta saprupakan akibat dari sistem
Bottomry yang memberikan jaminan atas kemungkinan, karestans tersebut
mengandung asas “kewajiban membayar suatu ganti sagnpai pada saat
hilangnya barang yang diperdagangkan. Selain iamipam akan membayar
seluruh pinjaman ditambah dengan bunga pada wakib fempo apabila barang
yang diperdagangkan tersebut sampai di tempatriujeagan selamat. Dari hal
tersebut, dapat dilihat bahwa “ganti rugi” merupakauatu kondisi yang
mendahului dan memberi motivasi utama dari teroyda suatu perjanjian
tersebut diatas.

Meskipun demikianBottomrydiakui sebagai penanggulangan suatu risiko
yang bersifat spekulatif tetapi sangat penting. rAketapi dalam segi hukum
asuransi moderrBottomryhanya dapat dicatat sebagai salah satu embriarasur
yang memberikan sumbangan hingga dalam perjalavalnstnya sampai pada

bentuknya pada masa ini.

® Klaus Gerathewohl et.dReinsurance Principles and Practigel Il (Federal Republic
of Germany: Verlag Versicherungs Wirsicherungs 8¢inaft e.v., Karlsruhe, 1982). Hal. 655.
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Sampai dengan abad ke-15 dan 16, yang menjadi pesatnsi di Laut
tengah adalah Genoa, Florence, dan Venice. Kegisgiatan asuransi yang
semula dilakukan perorangan kemudian dilakukan pitagang Italia, termasuk
di dalamnya terdapat bankir yang menciptakan pegamgpenanggung
profesional. Usaha-usaha asuransi bersama yang rasegaofesional
menyelenggarakan penutupan atas risiko laut, tgrpaida tahun 1420 di Genoa
yang terdiri dari perusahaan Datini, Medici, Stipztan Cambini. Kegiatan di
Genoa tersebut kemudian diikuti dengan timbulnyahasusaha yang sama di
Venice sampai abad ke-16.

Setelah abad pertengahan, bidang asuransi lautasia@ansi kebakaran
mengalami perkembangan yang sangat pesat terutamegdra-negara Eropa
Barat, seperti di Inggris pada abad ke-17, kemudiadPerancis pada abad ke-18
dan Belanda. Hal ini dapat dilihat pada saat pemizan Code de Commerod
Perancis, asuransi laut dimasukkan ke dalam kedifikkemudian di Belanda
diatur di dalamWetboek van Koophandelementara itu di Inggris, asuransi laut
diatur secara khusus di daldviarine Insurance Act 190@8Perkembangan yang
pesat tersebut dikarenakan jalur perdagangan ydaigiklan oleh pedagang dari
negara-negara tersebut banyak melalui jalur laut.

Pada abad ke-19 sampai abad ke-20, perkembanganddm teknologi
yang pesat berdampak positif pada perkembangan augadrasuransian.
Pembangunan sarana dan prasarana transportasi, dawit dan udara
meningkatkan mobilitas masyarakat dari satu daé@hdaerah yang lain.
Ancaman bahaya lalu lintas juga makin meningkathingga kebutuhan
perlindungan terhadap barang muatan dan jiwa peangiguga meningkat.
Keadaan ini mendorong perkembangan perusahaamaskeaugian dan asuransi
jiwa serta asuransi sosialacial security insurange

Pesatnya perkembangan perdagangan antar bangsa ororend
terbentuknya berbagai usaha dagang di berbagaindpidaehingga muncul
kelompok-kelompok kesatuan modal dalam bentuk usabhha bersama. Usaha-
usaha bersama tersebut akhirnya dikenal sebadai kesatuan yang tetap, yaitu
badan hukum. Disamping didirikan untuk usaha dagengntu, badan hukum

" Ibid., hal. 660.
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tersebut juga didirikan untuk usaha asuransi. Usshaansi yang berbentuk
badan hukum tersebut berkembang pesat di EropAm@nika, sebagai contoh di
Perancis dengan nan@ompagnie d’Assurances Generafgsda tahun 1753, di
Inggris dengan namaéhe Sun Firgpada tahun 1710, serta di Amerika pada tahun
1752 dengan namilutual Relief Associatiomlan Insurance Corporatiorpada
tahun 1972 sebagai yang pertama di Philadelphia.

Menurut Dr. Klaus Gerathewohl, terdapat dua tahakgmbangan
asuransi dan perusahaan asuransi. Pertama yadjpatalyang dimulai pada tahun
1820, yaitu terbatas pada pendirian perusahaarsgesan asuransi yang nantinya
akan menjadi penanggung pertama. Tahapan yang kieduéai pada tahun 1850
yang ditandai dengan berdirinya perusahaan-perasah@asuransi yang

digolongkan sebagairofessional reinsurance compahy

2.1.2 Pengertian Asurans

Istilah asuransi berasal dari kdt@assurantie” dan “verzekering” yang
berasal dari bahasa Belanda dan Kassurance” yang berasal dari bahasa
Inggris. Kata-kata tersebut jika diterjemahkan kalach bahasa Indonesia
mempunyai arti “pertanggungan”. Akan tetapi, dalaraktiknya istilah asuransi
dan pertanggungan dipakai dalam kegiatan bisnis poraudalam bidang
pendidikan hukum.

Dalam verzekeringsrechtlikenal juga istilahverzekeraardanverzekerde
Prof. R. Soekardono menerjemahkaverzekeraar sebagai pihak yang
menanggung risiko, sedangkamerzekerde diteriemahkan sebagai pihak
tertanggung. Dalam hukum asuransi atau pertanggudginggris, penanggung
disebut sebagdahe insurerdan tertanggung disebut sebaifai insured®

Berbeda dengan Prof. R. Soekardono, Prof. WirjorrodjBdikoro
menggunakan istilah asuransi sebagai serapan dti“&ssurantie”, dimana
didefinisikan penjamin sebagai penanggung, damrten sebagai tertanggung.

Walaupun istilah yang dimaksud mempunyai kesamaanggrtian, istilah

8 Ibid., hal. 82.

® Muhammad@p. Cit, hal. 7.
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penjamin dan terjamin lebih tepat dipakai pada peran perjanjian penjaminan

(garantie, borgtocht, hoofdelijkheid Oleh karena itu perlu dibedakan antara

istilah hukum yang dipakai dalam perjanjian khudatam lingkup hukum dagang

dan istilah hukum yang dipakai dalam perjanjian sklfsudalam lingkup hukum
perdata. Terjadinya perbedaan istilah ini dalamabahindonesia adalah akibat
terjemahan bahasa Belanda ke dalam bahasa Indonesia

Meskipun sama-sama termasuk ke dalam jenis pejanjintung-
untungan, namun pengertian pertanggungan amat daerdengan pengertian
bunga cagak hidup, perjudian, dan pertaruhan. Badve tersebut dapat
dijelaskan sebagai berikut:

1) Pada perjanjian pertanggungan, hubungan antara ngéman untung-
rugi dengan peristiwa tak menentu tersebut maspatddiperhitungkan
atau diperkirakan. Artinya, apabila kemungkinanainya peristiwa tak
menentu tersebut dekat atau kemungkinan timbulrgradgian itu tidak
jauh, maka penanggung dapat menolak pertanggunigan naenaikkan
preminya. Selain itu, objek yang dipertanggungkalam asuransi adalah
objek yang tidak bertentangan dengan peraturanngang-undangan,
kesusilaan dan ketertiban umum.

2) Pada perjudian dan pertaruhan, hubungan antararigman untung-rugi
dengan peristiwa tak menentu tersebut tidak dapmriitungkan atau
diperkirakan sejak awal. Adanya untung-rugi hangegbntung dari nasib
orang yang melakukan perjudian dan pertaruhan kdetseSelain itu,
perjudian dan pertaruhan tidak diperbolehkan olefatpran perundang-
undangan karena melanggar kesusilaan dan ketertibaum. Apabila
terjadi perkara, maka kreditur tidak dapat mengklgienggantian atas

kerugian yang dideritanya.
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Selanjutnya dibawah ini akan disebutkan beberapaisieasuransi dari
berbagai macam Undang-Undang, antara lain yaitu:
1) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)

Pasal 246 KUHD menyebutkan:

“Pertanggungan adalah perjanjian dengan mana pgoagg
mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menepnm@ai, untuk
memberikan penggantian kepadanya karena kerugamnskan atau
kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mundlderitanya
karena peristiwa yang tidak diketahui lebih dahulu.

Berdasarkan definisi tersebut dapat diuraikan unssur asuransi atau
pertanggungan sebagai berikut:

a) Pihak-pihak
Subjek asuransi adalah pihak-pihak dalam asurgaisiy penanggung dan
tertanggung yang mengadakan perjanjian asuransianiggung wajib
memikul risiko yang dialihkan kepadanya dan benmsmperoleh premi,
sedangkan tertanggung wajib membayar premi danakemmemperoleh
penggantian jika timbul kerugian atas harta milkmyang diasuransikan.

b) Status pihak-pihak
Penanggung harus berstatus sebagai perusahaardderbakum yang
dapat berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Perus&easeroan (Persero),
atau Koperasi. Tertanggung dapat berstatus selpagseorangan, badan
hukum, atau persekutuan.

c) Objek asuransi
Objek asuransi dapat berupa benda, hak, atau kegantyang melekat
pada benda, dan sejumlah uang yang disebut premiganti kerugian.
Melalui objek asuransi tersebut ada tujuan yangnidicapai oleh pihak-
pihak. Penanggung bertujuan memperoleh pembayapmigah premi
sebagai imbalan pengalihan risiko, sedangkan @ggtarg bertujuan bebas
dari risiko dan memperoleh penggantian jika timkefugian atas harta

miliknya.

Reasuransi sebagai..., Randitya Eko Adhitama,FHUI,2011



15

d) Peristiwa asuransi

Peristiwa asuransi adalah perbuatan huk(egal act) yang berupa

persetujuan atau kesepakatan bebas antara pengndgaontertanggung

mengenai objek asuransi, peristiwva tidak pagtvenemen)yang
mengancam benda asuransi, dan syarat-syarat yargkuwedalam
asuransi. Persetujuan atau kesepakatan bebasuteddmiat dalam bentuk
akta tertulis yang disebut polis.

e) Hubungan asuransi

Hubungan asuransi yang terjadi antara penanggumtedanggung adalah

keterikatan (legally bound) yang timbul karena persetujuan atau

kesepakatan bebas. Keterikatan tersebut berupdi@asesecara sukarela
dari penanggung dan tertanggung untuk memenuhi jkmadan hak
masing-masing secara timbal balik.

Salah satu unsur penting dalam peristiwa asuraansg yerdapat dalam
rumusan Pasal 246 KUHD adalah unsur ganti kerudibrsur tersebut hanya
menunjuk pada asuransi kerugiéloss insurancelang objeknya adalah harta
kekayaan, sedangkan asuransi j(life insurance)tidak termasuk dalam rumusan
Pasal 246 KUHD karena jiwa manusia bukanlah hasé&ajaan. Dengan
demikian, dapat disimpulkan bahwa ketentuan Pa&&K2JHD hanya mencakup
asuransi kerugian saja dan tidak termasuk asurasasi

Berdasarkan uraian yang telah disebutkan diatalsa mhapat diidentifikasi
beberapa unsur yang harus ada pada asuransi keryait sebagai berikdt:

a) Penanggung dan tertanggung;

b) Persetujuan atau kesepakatan bebas antara pengraggutertanggung;
c) Benda asuransi dan kepentingan tertanggung;

d) Tujuan yang ingin dicapai;

e) Risiko dan premi;

f) Evenemen dan ganti kerugian;

g) Syarat-syarat yang berlaku; dan

h) Bentuk akta polis asuransi.

19 |pid., hal. 10.
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2) MenurutNew York Insurance Law
Definisi yang lebih luas daripada definisi dalans&#&®46 KUHD adalah
definisi asuransi dalam Pasal #lew York Insurance LawMenurut ketentuan

Pasal 4INew York Insurance Lawdisebutkart?

“The insurance contract is any agreement or othemngcation

whereby one party herein called the insurer, isigdiked to confer
benefit of pecuniary value upon another party heregalled the

insured of beneficiary, dependent up on the happeof a fortuitous

event in which the insured of beneficiary has, xpeted to have at
the time of such happening a material interest Whidl be adversely
affected by the happening of such event. A fodsitevent is any
occurance or failure to occur which is, or is as&thby the parties to
be, to a substantial extend beyond the controltbéeparty”.

Dalam definisi tersebut digunakan kata-kdttm confer benefit of
pecuniary value”bukan kata-katdto confer indemnity of pecuniary value”
Pengertiartbenefit” tidak hanya meliputi ganti kerugian terhadap hketeayaan,
tetapi juga meliputi pengertian “yang ada manfaatnyagi tertanggung. Jadi,
termasuk juga pembayaran sejumlah uang pada asuymraas Definisi dalam
Pasal 41New York Insurance Lawneliputi asuransi kerugian dan asuransi
jumlah. Rumusan tersebut lebih memuaskan daripagtasan dalam Pasal 246
KUHD.

3) Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992
Menurut ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-UndaoigndX 2 Tahun

1992 tentang Usaha Perasuransian, asuransi delkfinisebagai berikut:

Y"New York Code, “Definitions; Doing An Insurance  Bigess.”
<http://law.justia.com/codes/new-york/2006/insurdiso®1101 1101.htmml diakses 3 Maret
2011.
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“Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjianrartgdua) pihak
atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkakepada
tertanggung dengan menerima premi asuransi untukb@ekan
penggantian kepada tertanggung karena kerugiamsdiean, atau
kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau targgguvab hukum
kepada pihak ketiga yang mungkin akan dideritaatggung yang
timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, ateniuk memberikan
suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal hatlpnya
seseorang yang dipertanggungkan.”

Rumusan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 2inT&l992
ternyata lebih luas jika dibandingkan dengan rumuBasal 246 KUHD karena
tidak hanya mencakup asuransi kerugian, tetapi fsgaansi jiwa. Hal ini dapat
diketahui dari kata-kata bagian akhir rumusan,uwdiintuk memberikan suatu
pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau gmga seseorang yang
dipertanggungkan’ Dengan demikian, objek asuransi tidak hanya ragliparta
kekayaan saja, tetapi juga jiwa dan raga manusimmURan pasal ini juga sesuai
dengan rumusan Pasal M&w York Insurance Law

Untuk memahami lebih lanjut, dibawah ini adalahba@dingan antara
rumusan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor BrimraB92 dan Pasal 246
KUHD :*?

a) Definisi dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992ipoél asuransi
kerugian dan asuransi jiwa. Asuransi kerugian dikak dengan bagian
kalimat“penggantian karena kerugian, kerusakan, kehilangaaontungan
yang diharapkan”. Asuransi jiwa dibuktikan dengan bagian kalimat
“memberikan pembayaran yang didasarkan atas memhgtau hidupnya
seseorang’ Bagian ini tidak terdapat dalam definisi Pas@ RUHD.

b) Definisi dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992aseeksplisit
meliputi asuransi untuk kepentingan pihak ketigal idi terdapat dalam
bagian kalimattanggung jawab hukum kepada pihak ketig&8agian ini
tidak terdapat dalam definisi Pasal 246 KUHD.

c) Definisi dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 1992 ipnél objek

asuransi berupa benda, kepentingan yang melekatbatada, sejumlah

2 MuhammadQp. Cit, hal. 11.
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uang, dan jiwa manusia. Objek asuransi jiwa mantigak terdapat dalam
definisi Pasal 246 KUHD.

d) Definisi dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992ipnél evenemen
berupa peristiwa yang menimbulkan kerugian padaldgabjek asuransi
dan peristiwva meninggalnya seseorang. Peristiwvdanggalnya seseorang
tidak terdapat dalam definisi Pasal 246 KUHD.

2.1.3 Tujuan Asurans

Asuransi mempunyai beberapa tujuan, yaitu sebayaiui:
1) Sebagai sarana pengalihan risiko

Menurut teori pengalihan risikqrisk transfer theory) tertanggung
menyadari bahwa ada ancaman bahaya terhadap k&ggaannya atau terhadap
jiwanya. Jika bahaya tersebut menimpa harta kekeyeaatau jiwanya, dia akan
menderita kerugian. Secara ekonomi, kerugian nahtatau korban jiwa atau
cacat raga akan mempengaruhi perjalanan hidupreegeatau ahli warisnya.

Untuk mengurangi atau menghilangkan beban risikeetrit, pihak
tertanggung berupaya mencari jalan dengan caragkgpihak lain yang bersedia
mengambil alih beban risiko tersebut, maka tertanggsanggup membayar
kontra prestasi yang disebut dengan premi. Dengambayar sejumlah premi
kepada perusahaan asuransi (penanggung), maka ssgakitu risiko beralih
kepada penanggung.

Berbeda dengan asuransi kerugian, pada asurarsigpabila sampai
berakhirnya jangka waktu asuransi tidak terjadiigbeva kematian atau
kecelakaan yang menimpa diri tertanggung, makartggung akan memperoleh
pengembalian sejumlah uang dari penanggung seseragad isi perjanjian

asuransi.

2) Pembayaran ganti kerugian

Dalam praktiknya, kerugian yang timbul itu bersiggbagian(partial
loss) tidak semuanya berupa kerugian toftdtal loss) Dengan demikian,
tertanggung mengadakan asuransi yang bertujuak oamtmperoleh pembayaran

ganti kerugian yang sungguh-sungguh dideritanya.
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Berbeda dengan asuransi kerugian, pada asuransi gpabila dalam
jangka waktu asuransi terjadi peristiwa kematiau &ecelakaan yang menimpa
diri tertanggung, maka penanggung akan membayalajuasuransi yang telah
disepakati bersama seperti tercantum dalam polisnlah asuransi yang
disepakati tersebut merupakan dasar perhitungani gtan untuk memudahkan
penanggung membayar sejumlah uang akibat terjagiayiativa kematian atau
kecelakaan. Jadi pembayaran, sejumlah uang itunbs&bagai ganti kerugian,
karena jiwa atau raga manusia bukanlah merupakea kakayaan dan tidak

dapat dinilai dengan uang.

3) Pembayaran santunan

Asuransi kerugian dan asuransi jiwa diadakan bardlas perjanjian
bebas/sukarela antara penanggung dan tertanggohmtary insurance)Akan
tetapi, undang-undang mengatur asuransi yang aersijib (compulsory
insurance) artinya tertanggung terikat dengan penanggungniearperintah
undang-undang, bukan karena perjanjian.

Asuransi jenis ini disebut asuransi sos{abcial security insurance)
Asuransi sosial bertujuan melindungi masyarakati damcaman bahaya
kecelakaan yang mengakibatkan kematian atau cabah.t Dengan membayar
sejumlah kontribusi (semacam premi), tertanggunghdle memperoleh
perlindungan dari ancaman bahaya. Jadi tujuan ndakga asuransi sosial
menurut undang-undang adalah untuk melindungi kKepgan masyarakat dan
mereka yang terkena musibah akan diberikan sejusalatunan sejumlah uang.

4) Kesejahteraan anggota

Apabila beberapa orang berkumpul dalam suatu pewkian dan
membayar iuran kepada perkumpulan, maka perkumpeataabut berkedudukan
sebagai penanggung, sedangkan anggota perkumpelkedbdukan sebagai
tertanggung. Jika terjadi peristiwa yang mengak#ératkerugian atau kematian
bagi anggota (tertanggung), perkumpulan akan meanksgjumlah uang kepada
anggota (tertanggung) yang bersangkutan. Prof.owbrjProdjodikoro menyebut
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asuransi seperti ini mirip dengan “perkumpulan kapi'®. Asuransi ini
merupakan asuransi saling menangg@mgderlinge verzekeringatau asuransi
usaha bersam@mutual insurance)yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan
anggota.

Asuransi kesejahteraan seperti ini lebih sesuabikpalikelola oleh
perkumpulan Koperasi atau Usaha Bersama karenaisbsugan asas dan tujuan
kedua badan hukum tersebut. Kedua badan hukumahircddalam Pasal 7 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992. Dalam praldgduransi, usaha
bersama semacam ini telah dilakukan dalam bentulraftsi Takaful yang
berdasarkan prinsip syariah Islam yang menghinsiatem bunga yang disebut
riba.

2.1.4 Prinsip-prinsip/Asas-asas Asuransi

Asuransi mempunyai asas-asas pokok yang mutlalgaebarikut**

1) Asas ltikad Baik yang Teramat Baidtmost Good Faith)

Artinya tertanggung mempunyai kewajiban untuk mentdteukan fakta
material kepada penanggung dari awal sampai berglhiperjanjian. Asas ini
diatur di dalam Pasal 251, Pasal 277, dan Pasalk281D. Terdapat 2 (dua)
macam berakhirnya perjanjian, yaitu: berakhir kargangka waktunya dan
karena adanya pelaksanaan ganti rugi. Sebaliknjf@amd@enyampaian fakta
material tersebut, penanggung juga harus dengas jlemberitahukan pada
tertanggung apa saja yang termasuk dan tidak tekndalam ruang lingkup
perjanjian. Apabila tertanggung melanggar asasngtka perjanjian batal dengan
sendirinya. Pelanggaran yang dimaksud adalah selbagjeut:

a) Non-Disclosure artinya tidak mengungkap fakta material karertakti
mengetahui dan menganggap tidak penting.

b) Concealment,artinya tidak mengungkap fakta material karena nngi
menyembunyikan.

c) Fraudulent Misrepresentatigrartinya sengaja memberi keterangan keliru

tentang fakta material.

13 |bid., hal. 15.

4 Sonny DwiharsonoPrinsip-prinsip dan Praktek Asuransi (PK.001Jakarta: Jakarta
Insurance Institute, 1996), hal. 90-100.
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d) Innocent Misrepresentationartinya tidak sengaja memberi keterangan
yang keliru tentang fakta material.

2) Asas Kepentingatinsurable Interest)

Artinya kepentingan seseorang terhadsybject matterdari kontrak
asuransi itu sendiri yaitu bila timbul kerugianh@dap seseorang maka ia akan
menderita kerugian secara finansial. Oleh sebabtés dasar kepentingannya ia
akan meminta ganti rugi atas kerugian tersebutaiddial kepentingan ini sering
terjadi kekeliruan atas kepentingan yang dimaksathmd Pasal 250 KUHD.
Perjanjian asuransi baru dipandang ada jika disitla kepentingan yang
dipertanggungkan. Bila kepentingan tidak ada, mas@nanggung tidak
diwajibkan membayar ganti rugi. Jadi kepentingaalad hak atau kewajiban
tertanggung terhadap objek pertanggungan. Dasaunmwdsas ini adalah Pasal
250 dan Pasal 268 KUHD. Mengenai kapan asas inmishada atau harus
dibuktikan, ada 2 (dua) mahzab yang dianut, yaitu:

a) Mahzab Anglo Saxon
Menurut mahzab ini, asas kepentingan harus ada dibatktikan sejak
perjanjian dimulai, yaitu dengan adanya kata sepaka

b) Mahzab Eropa Kontinental
Menurut mahzab ini, asas kepentingan tidak petuldikan sejak awal,

tetapi yang penting adalah dibuktikan pada saatkgahaan ganti rugi.

3) Asas Ganti Rugi/Indemnitggndemnity)

Artinya terdapat kerugian pada tertanggung bilgadersuatu kecelakaan
atas objek yang dipertanggungkannya, sehingga ggoag harus memberikan
ganti rugi kepadanya. Tujuan ganti rugi adalah kineengembalikan posisi
finansial tertanggung seperti pada saat sebelugadieya kerugian. Dasar
hukumnya adalah Pasal 252 dan Pasal 253 KUHD.

Asas ini tidak terdapat pada asuransi jiwa, kakaialangan nyawa bukan
merupakan kerugian atas benda dan tidak dapatadidéngan uang, tetapi
kompensasi atas kehilangan ini diberikan kepada vahtisnya. Jadi asas ini

berlaku bagi jenis asuransi kerugian saja. Untukentukan apakah penanggung
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bertanggung jawab atau tidak atas suatu kerugiakerharus dilihat terlebih
dahulu penyebab terjadinya kerugian dan ruang lipglerjanjiannya.

Sejak awal asuransi dilaksanakan sebagai penawanam yang berarti
semua penanggung menjual dengan syarat yang sam@anal untuk
membedakannya terdapat perjanjian ekstra atau wata penyimpangan dalam
perjanjian itu, maka selalu dilekatkan klauskbgpress Warrantiegang sifatnya
untuk lebih menegaskan hal-hal tertentu yang dgiam kepada para pihak dan
isinya bisa saja berupa pengecualian sesuatu aemgharuskan tertanggung
berbuat sesuatu.

Selain asas-asas yang telah disebutkan diatasaptdrgula asas-asas
tambahan yang sifatnya tidak mutlak harus adatdieerjanjian asuransi. Akan
tetapi meskipun tidak mutlak harus ada, asas-asamemiliki pengaruh dan
berperan penting terutama pada jenis asuransi iegrugsas-asas tersebut yaitu
sebagai berikut®
1) Asas Prorata

Artinya, dalam hal asuransi ditutup dibawah hatgeganggung dianggap
sebagai penanggungnya sendiri untuk kekuranganryahingga dalam
kemusnahan total(total loss) ia hanya dapat menerima sejumlah harga
pertanggungannya yang kurang dari itu, dan dalarask&an sebagiafpartial
loss) ia hanya menerima penggantian sebagian secaratgratau sebanding
dengan jumlah yang diasuransikan terhadap nilabarang. Asas ini terdapat
dalam Pasal 253 ayat (2) KUHD.

2) Asas Lebih

Artinya, apabila tertanggung mengasuransikan letddri nilai yang
sebenarnya (nilai riil), maka penggantian hanyaewian sebesar nilai yang
sebenarnya dan tidak mempunyai efek untuk selebihigas prorata tidak

berlaku untuk asuransi ini. Dasar hukumnya adakgaP253 ayat (1) KUHD.

*H. GunantoAsuransi Kebakaran di Indonesi@lakarta: Tira Pustaka, 1984), hal. 26.
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3) Asas Kontribusi

Apabila beberapa penanggung menandatangani sasudgolgan melebihi
harga, maka masing-masing penanggung hanya mebdwkdribusinya menurut
imbangan (besarnya jumlah yang telah disetujuirgland polis) sesuai dengan
harga yang sebenarnya. Hal ini diatur dalam Pa&K2JHD.

Pada dasarnya hampir sama dengan asas subrogag, $ega asas ini
baru timbul apabila objek yang diasuransikan digaimg oleh lebih dari satu
perusahaan asuransi, sehingga apabila terjadiik@r(@gang dijamin dalam polis)
dan salah satu perusahaan asuransi telah membsyar gerugian itu, maka hak
menuntut ganti rugi pada perusahaan asuransidtih pada perusahaan asuransi

yang telah membayar penuh penggantian kerugiasbiet

4) Asas Kronologis/Asas Pemerataan (Asuransi Ganda)

Artinya, apabila terjadi pertanggungan rangkap &pegungnya lebih dari
satu), maka ganti rugi akan diberikan dan ditanggaololeh penanggung secara
kronologis yang artinya kepada penanggung yand lelaihulu melaksanakan
pertanggungan, maka penanggung itulah yang harusyelesaikan terlebih
dahulu kewajibannya sampai batas yang selayakniekgamakan ganti rugi
tersebut.

Penyebab yang dijadikan alasan penanggung untukksalakan ganti
rugi adalahCausa Proxima Non-Remota Spectatuyaitu peristiva yang dalam
deretan kausal (sebab akibat) merupakan penyelvdbk&t dan efisien pada
kerugian tersebut. Pertanggungan rangkap disiaktlerarti melakukadouble
asuransi yang bertujuan untuk mendapatkan gantibeidipat ganda dari para
penanggungnya. Apabila hal ini merupakan niat dmitanggung maka
tertanggung melanggar addtmost GoodfaithAsas kronologis ini diatur dalam
Pasal 252 KUHD.

' bwiharsonoOp. Cit.,hal. 98.

YEmmy Pangaribuan Simanjuntak (IBlukum Pertanggungancet.4, (Jakarta: PT.
Gramedia, 1980), hal. 53.
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5) Asas Subrogasi

Artinya adalah penyerahan hak menuntut dari tegang kepada
penanggung manakala jumlah ganti kerugian sepemulsogiah diganti oleh
penanggung (Pasal 284 KUHD). Jadi asas ini barlakerapabila tertanggung
mempunyai hak terhadap pihak ketiga karena timtaukgrugian. Dalam hal ini
penanggung harus senantiasa memberikan penggéepada tertanggung tanpa
harus melihat penyelesaian pada pihak lain yangyetebkan kejadian tersebut.
Jadi penuntutan atas pihak ketiga sebagai penygadhadi otomatis dilaksanakan

oleh pihak penanggung.

6) Kewajiban Usaha Penyelamatan atau Pencegahan ihgga#erugian

(Prevention of Loss)

Yakni dilakukan dengan maksud untuk mengurangi atemperkecil
kerugian darhazard®, yaitu keadaan tertentu yang dapat mempengarigar be
kecilnya kemungkinan terjadinya kerugian akibattsubahaya feril)*® atau
penyebab kerugian yang mungkin saja terjadi, megyr biaya-biaya yang
menyangkut pertanggungan tersebut.

7) Asas Ganti Rugi secakEx-Gratia

Maksudnya adalah penggantian dari penanggung kepadanggung
diluar lingkup yang diperjanjikan. Jadi, denganra@aasas ini maka diluar hal
tersebut boleh diperjanjikan (dikecualikan tetapgsab diperjanjikan) yang
bertujuan agar kejadian itu menjadi preseden akak tiliikuti kejadian lain.

2.1.5 Jenis-Jenis Asuransi

'8 Anwar Abdullah Kamus Hukum Asurangiakarta: Kesaint Blanc, 1993). hal. 71.

19 |bid., hal. 107.
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Asuransi dapat digolongkan menjadi berbagai maceans jdari berbagai
segi yang berbeda. Jadi klasifikasi jenis asuranenurut sumbernya adalah

sebagai berikut:

1) Menurut Pasal 247 KUHD, jenis asuransi adalah sslmagikut:
a) Asuransi terhadap bahaya kebakaran.
b) Asuransi terhadap bahaya yang mengancam hasiln@artgang belum
dipanen.
c) Asuransi jiwa.
d) Asuransi terhadap bahaya laut dan perbudakan.
e) Asuransi yang mengancam pengangkutan di daratagassungai dan

perairan darat.

2) Menurut limu Pengetahuan, adalah sebagai berikut:

a) Asuransi Ganti Kerugian
Penanggung akan mengganti kerugian yang mungkioutizang diderita
tertanggung. Disini pertanggungan sepihak menjadokan, ganti rugi
yang diberikan dengan pengembalian posisi finarisidhnggung seperti
pada saat sebelum terjadi kerugian.

b) Asuransi Sejumlah Uang
Penanggung membayar sejumlah uang yang sudahuttiéensebelumnya,

tidak disandarkan ada atau tidak adanya kerugian.

3) Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992, adalbhga berikut:

a) Usaha Asuransi Kerugian, yang memberikan jasa damanggulangan
risiko atas kerugian, kehilangan manfaat dan tanggawab hukum
kepada pihak ketiga, yang timbul dari peristiwvag/éidak pasti.

b) Usaha Asuransi Jiwa, yang memberikan jasa dalamnggilangan risiko
yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya sasgo yang

dipertanggungkan.
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c) Usaha Reasuransi, yang memberikan jasa dalam gguagan ulang
terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asiukarugian dan/atau

perusahaan asuransi jiwa.

Menurut Sifat dan Tujuan Asuransi, yaitu sebagakbe?°
a) Asuransi Sosial (Asuransi Wajib)
Adalah asuransi yang fungsinya sebagai usaha unéumkberikan jaminan
sosial kepada masyarakat.
b) Asuransi Komersial (Asuransi Sukarela)
Adalah asuransi yang sifatnya individual dan berdasi bisnis yang

mendapatkan keuntungan (profit).

Penggolongan dari Segi Yuridis, yaitu sebagai bfik

a) Asuransi Kerugian(scade verzekering)yaitu golongan asuransi yang
kepentingannya dapat dinilai dengan uang.

b) Asuransi Jumlah (sommen verzekering) yaitu asuransi yang
kepentingannya tidak dapat dinilai dengan uangailmys: asuransi jiwa.

c) Asuransi Campuraftussenvorm)yaitu peralihan bentuk antara asuransi

kerugian dan asuransi jumiah.

Penggolongan dari berbagai sudut (detail), yaihagei berikut?
a) Asuransi Orang, terdiri dari:
1. Asuransi Jiwa
Yaitu jaminan atasleath benefidan/atauife benefif dimana tak ada
kerugian terjadi sehingga tunjangan diberikan kapadhli waris,
apabila tertanggung/pewaris meninggal dunia.
2. Asuransi Kesehatan

20 syparman Sastrawidjajaspek-aspek Hukum Asuransi dan Surat Berhaandung:

Alumni, 1997), hal. 113.

2 |pid., hal. 77.

2 DwiharsonoOp. Cit.,hal. 69-73.
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Yaitu perlindungan terhadap masyarakat atas gamggesehatan yang
dapat menimbulkan gangguan aktivitas harian sehinggrdampak

pada kerugian finansial.

3. Asuransi Annuitas
Yaitu berkaitan dengan risiko apabila seseorangiphitérlalu lama,
ataupun juga memberikan jaminan apabila seseoramgn& suatu
peristiwa tidak bisa melanjutkan kegiatannya ataumeninggal dunia
di usia muda, terutama bagi kepala keluarga selsaganber keuangan
keluarga yang bersangkutan.
b) Asuransi Benda, terdiri dari:
1. Asuransi Tanggung Gugat
Yaitu menjamin kerugian akibat tuntutan pihak katakibat kegiatan
tertanggung.
2. Asuransi Ganggungan Usaha
Yaitu menutup kerugian tidak langsung akilparils utama seperti
kehilangan keuntungan karena kebakaran, mesin rtidak ada suplai,
dan sebagainya.
3. Asuransi kecelakaan (harta benda), meliputi:
a. AsuransiMarine, yaitu jaminan atas pengangkutan yang mencakup:
a.l. Asuransi Rangka Kapaharine hull insurance)
a.2. Asuransi Penerbanggviation insurance)
a.3. Asuransi Pengangkutan Bargm@rine cargo) meliputi:
a.3.1. Asuransi Pengangkutan Laut
a.3.2. Asuransi Pengangkutan Darat
a.3.3. Asuransi Pengangkutan Udara
b. AsuransiNon-Marine mencakup:
b.1. Asuransi Kebakaran
b.2. Asuransi Kendaraan Bermotor
b.3. AsuransEngineering
b.4. AsuransGeneral Accident
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7 Menurut Dinsdale & Murdie, yaite?

a) Insurance of The Perspgaitu asuransi yang berkaitan dengan orang, baik
kesehatan, keselamatan, maupun jiwanya.

b) Insurance of The Liability yaitu asuransi yang objeknya adalah
pertanggungjawaban seseorang baik yang bersumber péganjian
maupun dari undang-undang.

c) Insurance of The Propertyaitu asuransi yang berkaitan dengan harta

benda/materiil.

8)  Menurut Praktiknya, yaitd’
a) Asuransi Jiwa
b) Asuransi Angkutan
c) Asuransi Kebakaran

d) Asuransi Varia

2.2  Tinjauan Umum Reasuransi

2.2.1 Sgjarah Perkembangan Reasuransi

Sejarah perkembangan reasuransi tidak dapat dikaieaklari sejarah
perkembangan asuransi, karena reasuransi lahikkdpéntingan asuransi, yaitu
untuk measuransikan kembali asuransi yang tel@nimidnya. Sejarah reasuransi
dimulai pada abad ke-14 masehi, jauh setelah adikegmtan asuransi sendiri
yang telah ada pada 3 (tiga) sampai 4 (empat)taibun sebelum masehi.

Pada masa itu, perdagangan antar bangsa yang ldifakli sekitar Laut
Tengah dan Eropa merupakan salah satu faktor panduytesatnya pedagangan
dan kegiatan-kegiatan lain yang membantu perdagatg@ebut. Mekanisme

perdagangan tersebut mencakup berbagai kegiatssaksi uang dan modal yang

2 bid.

24 Simanjuntak (1)Op. Cit.,hal 7-9.
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menciptakan bankir dan sistem pembayaran yang dilsampai saat ini. Selain

itu, mekanisme perdagangan tersebut juga memidautinga kegiatan reasuransi,

sebagai akibat dari makin luasnya jangkauan hubbuagtar para pedagang yang
melampaui wilayahnya masing-masing.

Perjanjian pertama yang dianggap merupakan pajangasuransi adalah
perjanjian yang dilakukan pada tanggal 12 Juli 13&hg dilakukan oleh
Giovansi Sacco sebagai pihak tertanggung, Giuli@rdlo sebagai pihak
penanggung pertama, Bartolomeo Lemellinino sebpgentara yang bertindak
untuk pihak tertanggung, dan Goffredo di Benavia Wartino Maruffo sebagai
pihak penanggung ulang. Isi perjanjian tersebutlafdddahwa penanggung
pertama bersedia untuk menanggung asuransi pemalant dari Genoa ke Sluis
hanya apabila penanggung pertama yang lain bersetlik menanggung risiko
untuk bagian yang lebih berbahaya dari seluruhafzerar?> Kronologis dari
perjanjian tersebut adalah sebagai berikut:

1) Bahwa Goffredo di Benavia dan Martino Maruffo telat@mbeli barang
dagangan dari Bartolomeo Lemellinino dan akan dibajalam jangka
waktu 6 (enam) bulan berikutnya.

2) Bahwa pembayaran tersebut hanya akan jatuh tentpk ditbayar apabila
barang dagangan yang risikonya ditanggung untuk erk@pyan
tertanggung, dalam perjanjian asuransi diantaraekaedengan syarat-
syarat dan kondisi tertentu dan telah dimuat ds &apal Bartolomeo
Vume de Saulo atau pihak lain yang bertindak sabgagatinya, telah
sampai dan dibongkar dengan selamat dan dalam dioyaing baik di
pelabuhan Sluis.

3) Bahwa risiko yang harus ditanggung oleh penanggulang tidak
termasuk bea cukai di pelabuhan tujuan.

Perjanjian kedua dalam kurun waktu selanjutnyaadglerjanjian yang
dilakukan pada tanggal 16 Mei 1409 di Florence gyditakukan oleh Leonardo
Strozzi sebagai pihak tertanggung, Simone di Fibpbagai pihak penanggung

% Hartono (2)Op. Cit.,hal. 42.

Reasuransi sebagai..., Randitya Eko Adhitama,FHUI,2011



30

pertama, dan Tedaldo Tedaldi sebagai pihak penaggdedua. Ketentuan

perjanjian tersebut adalah sebagai beriRut:

1) Bahwa Simone di Filipo telah menutup reasuransukirkepentingan
Leonardo Strozzi atas muatan wol seharga 200 (dtes)rfiorini emas
atas perjalanan laut dari Southampton di InggriBéeto Pisano di Italia.

2) Bahwa Tedaldo Tedaldi telah menanggung atas muedpal tersebut
dengan Simone di Filipo sebagai penanggung pertiamgan kondisi wol
tidak rusak sampai di Genoa atau Porto Pisano depgami reasuransi
sebesar 33,5% (tiga puluh tiga koma lima persen)Siaone di Filipo.
Agar perjanjian tersebut ditaati dengan baik, Teolal Tedaldi

menghendaki agar diikutsertakan seorang saksi \@emgama Salvestro di

Tomaso d’Ugholino dan campur tangan dari lembagachmtia dan Artedel

Chanbio(trade and commodity exchange authorities)

Hal yang penting dari perjanjian ini adalah bahwearjgmjian yang
dilakukan antara penanggung ulang dan penanggumgnpe sama sekali tidak
menimbulkan hubungan hukum dan tidak mempengamfumgan hukum antara
penanggung pertama dengan tertanggung. Disampinglimungkinkan adanya
suatu perubahan rute perjalanan yang mungkin megiatmban risiko.

Perjanjian ketiga yang tercatat adalah perjanjiangydilakukan pada
tanggal 19 Februari 1457 di kota Florence. Darjgmgian ini, catatan penting
yang dapat ditekankan adalah sebagai befikut:

1) Permulaan/awal perjanjian reasuransi yang merupdiean pencatatan
dalam pembukuan yang berkenaan dengan awal datingah hukum
para pihak.

2) Pemakaian istilah “mengasuransikan kembali/asurafesng untuk to
reinsuré yang dinyatakan dalam bahasa lItalia kuno sebeggachurane
yang sama dengarassicurare yang akhirnya dipakai oleh bahasa-bahasa

Eropa lainnya dafto reinsure” dalam bahasa Inggris.

% GerathewohlOp. Cit.,hal. 652.

27 bid., hal. 653.
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Selanjutnya pemakaian atau penggunaan istilah n@@siuyang berasal
dari bahasa Inggriseinsurance” dan bahasa Jermamassekuranz’; sejak awal
dan sepanjang perkembangannya ternyata tidak dipakgn dalam arti dan
pengertian yang sama, serta tidak ada batasansiasg

Penjelasan dari pengertian reasuransi baru munalamd buku yang
berjudulGuidon de la meyang diterbitkan di Aoven, Perancis pada abadé&e-1
Menurut buku tersebut, Guidon sang pengarang buwksebut mengatakan

pendapatnya bahwé:

“seorang penanggung pertama dapat menutup peramsaransi

untuk harga yang lebih tinggi atau lebih rendalabép ia menyesal
dan tidak bersedia memikul risiko yang telah diuya, maka tidak
ada pilihan lain untuk mencari pihak lain lagi ydregsedia menerima
risiko tersebut. Karena risiko yang telah ia tertdak mungkin dapat
dilepaskan demikian saja tanpa persetujuan daakp#rtanggung.”

Pendapat Guidon tersebut dalam praktek perdagapgda waktu itu
banyak diikuti dan mempunyai pengaruh yang cukugs lpada pembentukan
undang-undang Perancis mengenai hal yang samaraSsgesifik, reasuransi
mulai diatur di Antwerp, Belgia pada tahun 1609 gyamenyatakan bahwa
penanggung pertama dapat/boleh menutup asuransi.

Pada masa itu, praktek reasuransi dilakukan daleberapa keadaan,
yaitu sebagai berikut:

1) Pelaksanaan asuransi kedua dilakukan kepada pamanggdua karena
penanggung pertama meninggal dunia atau pailit.

2) Pelaksanaan asuransi kedua oleh tertanggung atasgiae nilai
pertanggungan karena penanggung pertama tidak mangmanggung
seluruh risiko.

3) Transaksi atau pertukaran bisnis asuransi yandgukiéan diantara para

penanggung.

8 Hartono (2)Op. Cit.,hal. 45.
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4) Penerimaan pertanggungan secara bersama oleh pasaggung atas
suatu objek yang sama.

5) Measuransikan kembali sebagian dari risiko yangngtiap lebih
besar/berbahaya.

Perkembangan yang paling signifikan dalam pengatueasuransi pada
masa itu terdapat padardonancet de la Marinelari Raulis XIV yang disusun
oleh Vean Baptiste Colbert dan Yean Baptiste. Beaattersebut disusun dengan
berlandaskarGuidon de la merPeraturan tersebut mengatur hal-hal mengenai
reasuransi sebagai berikut:

1) Dimungkinkannya reasuransi;

2) Jumlah yang pasti dari premi asuransi; dan

3) Peraturan yang mencegah pertanggungan yang melelidni atau
pertanggungan kembali dengan asuransi atas reasuran

SelainOrdonancet de la Marinali beberapa negara di Eropa juga terdapat
peraturan-peraturan lain yang mengatur mengenauraasi, diantaranya adalah
Terminaziono of Venec&705 di Italia, Hamburg Assekuranz und Habarei
Urdzung 1731di JermanQrdinance of Bilbao 1738i Spanyol, darllgemeines
Landrecht of The Prusseion States (ALR) 1di98rusia.

Perkembangan usaha reasuransi terus dilakukan ogiaEnmamun pada
tahun 1746 di Inggris, usaha reasuransi dilaramgale dikeluarkanny&ambling
Act yang menyebutkan bahwa pelaksanaan reasuranggdiamelanggar hukum
kecuali tertanggung dianggapsolvent pailit, atau meninggal dunia. Apabila
salah satu keadaan tersebut terjadi, maka asufpeinianggung), likuidator, atau
pelaksana yang ditunjuk berhak untuk mereasuramsieanbali asuransi yang
telah diterima oleh asuradur (penanggung) perfam&an tetapi,Gambling Act
ini dicabut pada tahun 1864, karena dengan dibékkknyaGambling Actini
banyak para penanggung yang mengalami hambatam aadanjalankan kegiatan
usahanya.

Usaha reasuransi juga mengalami perkembangan padekbusahanya.
Bentuk usaha tersebut dapat dibagi menjadi bebenapeam, yaitu sebagai
berikut:

9 3afri Ayat,Pengantar ReasurangJakarta: Akademi Asuransi Trisakti, 2000), 5al.
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1) Underwriter Perorangariindividual Underwriter)

Pada awalnya, kegiatan asuransi dan reasuransipakem kegiatan
sambilan yang dilakukan oleh para pedagang diaekdut Tengah. Akan tetapi
dalam perkembangannya mulai terasa dibutuhkan ie@ahkhusus untuk
menangani kegiatan ini sehingga munaaberwriter peroranganUnderwriter
tersebut mulai melakukan pekerjaannya sebafgdli time specialist dan
memerlukan tempat khusus untuk melaksanakan pesterdengan klien-klien
mereka.

Asosiasi underwriter muncul pertama kali di Inggris yang tergabung
dalamLloyd Underwriterdi London yang kemudian disahkan dengamliament
Act pada tahun 1871. Saat ihlyod Underwriterbiasanya bergabung dalam suatu
asosiasi/perusahaan tertentu dan menerima pertagggumelaluibroker dan
tidak lagi bertindak sebagai penanggung langs{gagect writing) atas risiko-
risiko tertanggung, akan tetapi bertindak sebagasuradur/penanggung ulang

(reinsurer) baik atas risiko yang berasal dari Inggris maugam luar Inggris.

2) Perusahaan Reasura(Specialist Reinsurergtau Reasuradur Profesional

Perusahaan reasuransi aspecialist reinsurerbianya melakukan kegiatan
usaha khusus di bidang reasuransi saja dan hanygadiekan hubungan dengan
perusahaan asuransi sebagai pemberi bisnis, daskand¢idak berhubungan
langsung dengan pihak tertanggung.

Di Indonesia, specialist reinsurersini menamakan dirinya sebagai
professional reinsurersitau reasuradur profesional. Hal ini dimaksudkatuki
membedakannya dengan asuradur yang juga diizinkéuk bertindak sebagai
reasuradur. Namun oleh pemerintah, penerimaan grerasahaan reasuransi dari
sektor reasuransi dibatasi tidak boleh melebihi (5&u per tiga) dari jumlah

penerimaan premi seluruhnya.

3) Perusahaan Asuransi sebagai Reasu(Blusi Specialist Reinsurers)
Kelemahan-kelemahannderwriter perorangan yang dibatasi oleh faktor
usia, besarnya nilai pertanggungan, dan semakintmyan risiko-risiko yang

ditawarkan, menyebabkan munculnya pemikiran untukndirikan sebuah
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perusahaan asuransi yang kegiatan usahanya tidak #krhenti karena
kelemahan-kelemahamderwriterperorangan tersebut.

Pada awalnya, persaingan diantara perusahaan sisseangat ketat dan
masing-masing perusahaan asuransi menjaga kerahasigabahnya, sehingga
tidak ada hubungan bisnis diantara perusahaan rssuy@ng satu dengan
perusahaan asuransi yang lain. Akan tetapi, per@egannya diperlukan adanya
suatu kerjasama diantara perusahan asuransi yamng dssmgan perusahaan
asuransi yang lain. Hal ini disebabkan adanya kelgan kapasitas untuk
menangani risiko diantara perusahaan-perusahaaanasuersebut. Kerjasama
diantara perusahaan-perusahaan asuransi tersebahinken kegiatan bisnis
reasuransi dimana mereka menawarkan kepada pilaksédagian dari nilai
pertanggungan yang melebihi kapasitas atau retgnsendiri.

Dalam perkembangan menuju bentuknya yang sekamangternyata
kegiatan reasuransi merupakan pendorong lahirngtukéentuk asuransi yang
baru karena kegiatan reasuransi melakukan pemedtes risiko-risiko baru yang
muncul karena perkembangan zaman. Hasil dari gimeln merupakan faktor
pendorong pula bagi pendirian perusahaan baripdaawaran proteksi-proteksi
baru. Perusahaan selalu berpartisipasi dan merkg@bapengalaman dan

pengetahuan baru melampaui batas masing-masinganega

2.2.2 Pengertian Reasuransi

Saat ini, istilah reasuransi dipergunakan secaras lwleh dunia
perasuransian. Penggunaan istilah reasuransi terselvkadang memiliki
pengertian yang berbeda antara yang satu dengariaianya tergantung konteks
dan situasi yang sedang dibahas, sehingga senngkaimbulkan kebingungan
bagi masyarakat awam maupun para pemula dalamtindssransi.

Sebagai contoh, definisi reasuransi menurut Pas#® German
Commercial Lawadalah“Reinsurance is the insurance of the risks assuitmed

180

the insurer.™, yang terjemahan bebasnya memiliki pengertianstresnsi adalah

asuransi risiko yang ditanggung oleh perusahaarra@asili. Definisi lain

¥sSwiss Re,A Reinsurance Manual of Non-life Branch¢&urich: Swiss Reinsurance
Company, 1980), hal. 30.
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reasuransi seperti yang disebutkan oleh Ashok Goeakam bukuny#ractical
Aspects of Reinsurancgaitu:

“The transaction whereby the reinsurer, for a calesation, agrees to
indemnify the Company against all or part of thesldhe Company
may sustain under the policy or policies it hasiess™*

Terjemahan bebas dari definisi tersebut adalahgseberikut:
“‘Reasuransi adalah transaksi dimana reasuradur adeng
pertimbangannya, setuju untuk mengganti kerugiamugadaan
terhadap semua atau sebagian kerugian perusahemrgi slengan
polis yang telah dikeluarkan.”

‘reinsurance is a risk management device enablimg i@surer to
evaluate and transfer exposures to risks that careo succesfully
managed within one’s own resources.”

Terjemahan bebas dari definisi tersebut adalahgsebarikut:
“Reasuransi adalah perangkat manajemen risiko m@surgang
memungkinkan untuk mengevaluasi dan memaparkan apkeag
risiko yang tidak dapat dikelola sendiri.”

Selain itu, pengertian reasuransi dapat ditinjau loeberapa aspek, yaitu
sebagai berikut:
1) Tinjauan dari aspek etimologi

Apabila dilihat dari perkembangan bahasa, katastremnsi” berasal dari
bahasa Belandaeasurantie”. Reasuransi dapat dikatakan sebagai asuransi yang
diasuransikan kembali atau measuransikan kembaliusasuransi yang telah
diterima. Reasuransi juga dikenal dengan n&memsurance” dalam bahasa
Inggris, “reversechering” dalam bahasa Belanda, danckversecherung’dalam

bahasa Jerman.

31 Ashok GoenkaPractical Aspects of ReinsurancgSingapore: Singapore College of
Insurance, 2003), hal. 4.

%2 bid., hal. 5.
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2) Tinjauan dari aspek teknis

Reasuransi dapat dilihat sebagai suatu mekanis@e smatu proses
kerjasama antara dua penanggung atau lebih dalgmat&ke membagi risiko.
Pengertian reasuransi ditinjau dari aspek tekngmddilihat dari dua pengertian
dibawah ini*®

a) Menurut G.F. Michelbacher, reasuransi adalah spatses penyertaan
asuradur lain dalam suatu perjanjian asuransi arteatanggung dengan
penanggung, dimana penanggung lain tersebut diselgan asuradur.

b) Menurut Cockerell H.A.L, reasuransi adalah suatwstesn yang
dipergunakan oleh penanggung untuk memberikan welatau sebagian
asuransi yang telah diterimanya kepada penanggaingyBng disebut
dengan penanggung ulang atau reasuradur.

Dari dua pengertian diatas, dapat disimpulkan batesauransi memiliki
fungsi untuk menciptakan suatu proses atas sisttingga pihak asuradur dapat
mempertanggungkan suatu objek dengan nilai yanip lebsar dari retensinya

sendiri karena adanya dukungan pihak reasuradur.

3) Tinjauan dari aspek hukum

Menurut Mollengraff seorang ahli hukum dari Belandzasuransi adalah
suatu persetujuan atau perjanjian yang dilaksanaldmsatu penanggung dengan
penanggung lainnya yang disebut reasuradur dalaganpan dimana pihak
penanggung ulang/reasuradur dengan menerima prang gitetapkan terlebih
dahulu, bersedia memberikan penggantian kerugiaarnggung pertama yang
wajib membayar kepada tertanggung dan yang mergidat dari suatu
perjanjian pertanggungan yang diadakan antara pipetkanggung pertama
dengan pihak tertanggufiy.

Apabila pengertian tersebut ditelusuri lebih lanjuhaka pengertian
tersebut bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukwagdng. Istilah reasuransi

% Ayat, Op. Cit.,hal. 14.

% J.E. KaihatuAsuransi Pengangkuta@Jakarta: Djambatan, 1967), hal. 170.
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berasal dari istilah asuransi yang disebutkan daRemal 246 KUHD yang
berbunyi:

“Asuransi atau pertanggungan adalah suatu pemagjemgan mana
seorang penanggung mengikatkan dirinya kepadarsgtestanggung
dengan menerima suatu premi, untuk memberikan EETtiGH
kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atduilarkgan
keuntungan yang diharapkan yang mungkin dideritdeayana suatu
peristiwa tak tertentu.”

Dari pengertian tersebut, dapat ditemukan bebeusmsar penting yang

terdapat dalam pengertian asuransi. Unsur-unssetiat adalah sebagai berikut:
a) Perjanjian

Menurut pasal 1774 Kitab Undang-Undang Hukum Pardat
(KUHPerdata), perjanjian asuransi maupun perjanjiaasuransi merupakan
perjanjian untung-untungan, yaitu suatu perjanfrngenai untung ruginya bagi
semua pihak dalam perjanjian terebut bergantun@deesuatu kejadian yang
tidak pasti.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya querjanjian asuransi
dan reasuransi, sama halnya dengan syarat-sydmayasauatu perjanjian yang
disebutkan dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Selainmtnurut hukum Inggris,
suatu perjanjian reasuransi dianggap sah apabitaeméghi persyaratan sebagai
berikut>>

1. Offer and acceptange&kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya

menurut hukum Inggris harus dibuktikan dengan adapgnawaran
(offer) dari asuradur dan penerimadacceptance)dari reasuradur
mengenai suatu objek yang akan direasuransikan.

2. Consideration suatu risiko yang akan direasuransikan diterirte o

asuradur dengan persyaratan tertentu.

3. Capacity to enter into the contradtecakapan untuk membuat suatu

perjanjian.

% Ayat, Op. Cit.,hal. 18.
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4. Legality, materi atau hal-hal yang diperjanjikan tidak bole
bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.
5. Assignmentpengalihan hak dan kewajiban timbul sebagai akilaai

suatu perjanjian seseorang kepada orang lain.

b) Pihak-pihak dalam perjanjian
Perjanjian reasuransi dilakukan antara dua pihakampggung yang
memiliki tingkat pengetahuan yang relatif sama nesrag asuransi. Penanggung
pertama disebut asuradur dan penanggung kedugpeata@mnggung ulang disebut
reasuradur. Apabila dalam hal reasuradur mereasiyeam kembali reasuransi
yang telah diterimanya, maka reasuradur disebutgatemretrocessor dan

hubungannya dengan reasuradur ulang disebut deetyanession

c) Premi

Dalam perjanjian asuransi, premi merupakan suaéstasi dari pihak
tertanggung kepada pihak penanggung. Apabila ##aitdengan perjanjian
reasuransi, maka pembayaran premi dilakukan olemanggung/perusahaan
asuransi (ceding company)kepada penanggung ulang/perusahaan reasuransi
(reinsurer) Tanpa adanya pembayaran premi maka tidak akarpewmidayaran
klaim.

Pembayaran premi dalam perjanjian reasuransi mianpaersyaratan
utama dari bentuk perjanjian reasurafasultative reinsurancemaupuntreaty
reinsurance Khusus dalamfaclutative reinsurance diberlakukan klausula
pembayaran premi yang disebut dengéarranty Payment ClausstauPremium

Payment Clause

d) Penggantian
Penggantian atau pembayaran ganti rugi atas selatab sebagian
kerugian yang diderita oleh asuradur hanya dilakuk@ngan adanya kewajiban
asuradur untuk membayar klaim kepada pihak tertamgigasabah asuransi.
Kewajiban reasuradur untuk membayar klaim hanyanakauncul apabila

asuradur wajib membayar klaim kepada tertanggusghbeah asuransi menurut
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syarat-syarat dan kondisi pertanggungan sepertg yancantum dalam polis

asuransi.

e) Peristiwa tak tertentu/tidak pasti
Peristiwa tak tertentu adalah suatu peristiwa dsangang akan datang
yang tidak dapat ditentukan akan terjadi atau tidkén terjadi. Peristiwa tak
tertentu dapat dibedakan menjadi “tak tertentu waktlan “tak tertentu

persitiwa”.

Apabila diperhatikan dengan cermat, maka terdapddgulaan yang cukup
jelas antara asuransi dan reasuransi. Perbedaabueéraitu sebagai berikut:

1) Dalam perjanjian asuransi, terdapat perbedaan ipats kedudukan
antara pihak tertanggung dengan pihak penangguhgk Rertanggung
berada dalam posisi yang lebih lemah karena piéa&riggung memiliki
aspek pengetahuan yang lebih sedikit mengenaitsyyagat dan kondisi
pertanggungan yang tercantum dalam polis. Dalajam&an reasuransi,
kedua belah pihak dianggap mempunyai kedudukan yanga karena
keduanya mengetahui syarat-syarat dan kondisi rgggtengan yang
merupakan dasar perjanjian reasuransi.

2) Dalam perjanjian asuransi, kepentingan yang dipggangkan(subject
matter of insuranceinerupakan kerugian keuangan yang mungkin diderita
oleh pihak tertanggung karena hilang atau rusakmy@a benda yang
dipertanggungkan. Dalam perjanjian reasuransi, epmgEn yang
dipertanggungkan merupakan kewajiban penanggungkumtembayar
klaim, sehingga apabila penanggung tidak memilg&jiban tersebut,
maka reasuradur juga tidak memiliki kewajiban untaémbayar kepada
asuradur.

3) Pada umumnya, bisnis asuransi bersifat nasionalanggan bisnis

reasuransi umumnya bersifat internasional (lintgana).
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2.2.3 Prinsip-prinsip Reasuransi

Bisnis asuransi dan reasuransi berkembang pegamndiika Serikat dan
Inggris. Hal ini karena adanya kesadaran dan kélbmtunasyarakat yang tinggi
akan pentingnya sebuah proteksi atau perlinduntgenharta benda dan jiwanya
masing-masing. Namun, baik di Amerika Serikat mawpl Inggris tidak
ditemukan adanya peraturan yang mengatur secasughuengenai perjanjian
asuransi dan reasuransi. Hal-hal yang mengatur emangah atau tidaknya suatu
perjanjian asuransi dan reasuransi diatur dalanubuRerjanjianGeneral Law
of Contract)

Di Indonesia, perjanjian asuransi dan reasuraasuddalam Buku Ketiga
KUHPerdata. Mengenai prinsip-prinsip asuransi daasuransi diatur sebagian
dalam Buku Kesatu KUHD. Apabila diperhatikan dengammat, maka dapat
disimpulkan terdapat beberapa prinsip khusus yaerpku dalam reasuransi,
yaitu sebagai berikuf
1) Prinsip ltikad BaiklUtmost Good Faith)

Maksud dari itikad baik adalah bahwa asuradur meygukewajiban
untuk menyampaikan segala hal yang diketahuinyaydag seharusnya diketahui
secara lengkap dan benar mengenai objek yang anggrangkar{subject matter
of insurance) kondisi dan syarat pertanggungan yang berlakujioge
pertanggungan, suku premi (tarif), dan hal-hal laehingga objek yang
direasuransikan tersebut harus sesuai dengan péjekdiasuransikafreinsured
as original)

Dalam prakteknya kadangkala ditemukan pelanggaemn mtinsip ini.
Beberapa hal yang dianggap sebagai pelanggaramriasip ini adalah sebagai
berikut:

a) Menyampaikan informasi material yang tidak benan didak lengkap

(non disclosure)

Informasi material adalah informasi atau keteranganting yang dapat

menyebabkan diterima atau ditolaknya suatu penawsgasuransi dari

asuradudeding companyoleh reasuradur. Apabila ditinjau dari aspek
yuridis, maka yang berhak menentukan apakah su#trmasi atau

% bid., hal. 24.
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keterangan bersifat material hanyalah pengadil&anAetapi berdasarkan
pengalaman dan praktek dari berbagai macam peramasal dapat
disimpulkan bahwa informasi atau keterangan yangetdhui atau
seharusnya diketahui oleh asuradur yang dapat nregapehi sikap
reasuradur terhadap penerimaan suatu penawaramraesis disebut
sebagai informasi material.

b) Menyembunyikan informagconcealment)
Apabila pihak asuradur dengan sengaja menyampaifanmasi yang
keliru atau dengan sengaja tidak menyampaikan swaftarmasi kepada
pihak reasuradur, maka suatu perjanjian reasuraesiajadi batal demi
hukum jika hal tersebut dapat dibuktikan di kemuodlzari. Perbedaan
antaraconcealmenidan non disclosureterletak pada faktor kesengajaan
dan tidak kesengajaan dari pihak asuradur. Daldnecdrecealmentpihak
asuradur sengaja tidak memberikan informasi yarlgukatau sengaja
tidak menyampaikan informasi kepada pihak reasurasalangkan dalam
hal non disclosurgpihak asuradur tidak sengaja menyampaikan inferma
yang keliru kepada pihak reasuradur.

c) Menyampaikan informasi yang kelifunnocent misrepresentation)

d) Menyampaikan informasi yang salah dengan maksucdctanekeuntungan

(fraudulent misrepresentation)

2) Prinsip Indemnitagindemnity)

Perjanjian reasuransi merupakan perjanjian untuknlpagar ganti rugi,
sepanjang pihak asuradur mempunyai kewajiban umtekbayar klaim sesuai
kondisi dan ketentuan yang tercantum dalam polikehCkarena itu pihak
reasuradur juga mempunyai kewajiban untuk membéagdan kerugian yang
menjadi bagiannya kepada pihak asuradur. Dalamamemn reasuransi, pihak
asuradur harus dapat membuktikan bahwa kerugiarg ydideritanya telah
memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku dalajamj@nnya dengan pihak
tertanggung seperti yang tercantum dalam polisaasurdan tidak melanggar
syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam pemargasuransi.

Reasuransi sebagai..., Randitya Eko Adhitama,FHUI,2011



42

Pembayaran klaim tersebut harus diselesaikan tertédhulu oleh pihak
asuradur kepada pihak tertanggung, kemudian pihaliradur meminta
pembayaran kembali kepada pihak reasuradur. Dalaimuimlah klaim yang
harus dibayar cukup besar, maka pihak reasuragat déminta untuk membayar
kerugian yang menjadi tanggung jawabnya sebelurakpdsuradur membayar
klaim tersebut kepada pihak tertanggung. Tujuan gdensip indemnitas ini
adalah untuk mengembalikan posisi pihak tertangdengosisi semula sebelum

terjadinya kerugian yang menimpanya.

3) Prinsip Kepentingan Berasuraifsisurable Interest)

Secara harfiah, kepentingan berasuransi dapat ikdiart sebagai
kepentingan yang dapat diasuransikan atau kepantikg@uangan yang dapat
diasuransikari’ Akan tetapi kepentingan keuangan tersebut hadiskding oleh
kepentingan hukum, sehingga kepentingan berasudapsit disebut sebagai hak
yang sah yang dimiliki seseorang untuk mempertangkan kepentingan
keuangannya pada objek yang dipertanggungkan.

Prinsip ini juga dapat didefinisikan sebagai betiKthe legal doctrine
that the insured must have a financial interestha subject matter of insurance
as a precondition to recovery of a los8.”

Dalam hubungan reasuransi, pihak asuraédihg companyhanya
memiliki insurable interestatas asuransi yang diasuransikannya kembali a@pabil
ia memiliki kewajiban untuk membayar klaim kepadhag tertanggung sesuai
dengan syarat-syarat dan kondisi polis yang dikkdraya. Apabila dalam hal
pihak asuradur kehilangaimsurable instereskarena sesuatu hal, maka pihak

reasuradur juga akan kehilangan kewajibannya kepiadi asuradur.

37 bid., hal. 28.

% GoenkaQp. Cit.,hal. 89.
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4) Prinsip SubrogagiSubrogation)
Pasal 284 KUHD menyatakan bahWa:

“Seorang penanggung yang telah membayar kerugiatu saarang
yang dipertanggungkan, menggantikan si tertanggialgm segala
hak yang diperolehnya terhadap orang-orang keegaubung dengan
menerbitkan kerugian tersebut, dan si tertanggung &adalah
bertanggungjawab untuk setiap perbuatan yang dapaigikan hak
si penanggung terhadap orang-orang ketiga itu.”

Subrogasi dalam asuransi merupakan subrogasi niemogdang-undang.
Oleh karena itu, prinsip subrogasi hanya dapatladif@n apabila pihak
tertanggung memiliki hak-hak terhadap pihak penanggdan selain itu pihak
tertanggung juga masih memiliki hak-hak terhaddpealpiketiga, dan hak-hak
tersebut timbul karena terjadinya/adanya suatudiand® Pada umumnya prinsip
subrogasi ini secara tegas diatur dalam syaraasgatam polis.

Dalam reasuransi, sebenarnya prinsip sebrogastidak diberlakukan
kembali karena hal tersebut sudah dilaksanakamdpkxjanjian asuransi antara
pihak penanggung dan pihak tertanggung. Tujuan glamsip ini adalah untuk
mempertahankan prinsip indemnitas, yaitu untuk reerigplikan pihak
tertanggung ke posisi semula sebelum terjadi karugi

Subrogasi yang diterima oleh asuradur dari pihdalgaeakan mengurangi
jumlah kerugian atau klaim dan perhitungan klaimi dguradur kepada pihak
reasuradur, oleh karena itu pihak reasuradur haeleh memperhitungkan

subrogasi tersebut.

% Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undiegailitan (Wetboek Van
Koophandel en Faillissements-Verordeninditeriemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosualibi
cet. 32, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2008), ps. 284

“ Emmy Pangaribuan Simanjuntak (2Hukum Pertanggungan Kerugian Pada
Umumnya, Kebakaran dan JiwéYogyakarta: Seri Hukum Dagang Fakultas Hukumvigrsitas
Gadjah Mada, 1975), hal. 96.
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5) Prinsip Kontribus{Contribution)

Prinsip kontribusi dapat berlaku antara pihak tegtmung dan
penanggung dalam hal terjadi pertanggungan dibdveaba atau antar sesama
asuradur apabila mereka mempertanggungkan objeéknggungan yang sama
dengan syarat-syarat dan kondisi pertanggungan ganta pula. Tujuan dari
prinsip ini sama dengan tujuan dari prinsip subsggayaitu untuk

mempertahankan prinsip indemnitas.

6) Prinsip Senasib Sepenanggungéfollow the Fortune of Insurance

Company)

Dalam hubungan reasuransi, pihak reasuradur dajatlklan mengikuti
nasib/keberuntungaifiollow the fortunepihak asuradur dalam nasib baik maupun
nasib buruk. Untuk melindungi kepentingan dan meafaewenangan pihak
asuradur yang berlebihan, maka pihak reasuraduatdagnerapkan beberapa
ketentuan sebagai berikut:

a) Claim Cooperation Clause

Hal ini berupa klausula dalam perjanjian reasurgfisgaty maupun

facultativg yang mewajibkan asuradur untuk bekerjasama dengan

reasuradur untuk menangani klaim-klaim tertentu.
b) Claim Control Clause

Dalam klausula ini, asuradur akan bertindak sebpgaéentu dalam setiap

proses klaim, termasuk dalam penunjukkagjuster dan memutuskan

apakah suatu klaim dibayar atau tidak. Asuraduy&drerfungsi sebagai
penghubung antara tertanggung dan reasuradur.
c) Ex-Gratia Payment

Dalam beberapa kasus, dapat terjadi bahwa klaimg ydmjukan

tertanggung sebenarnya tidak valid atau tidak dpamenurut kondisi dan

syarat-syarat pertanggungan yang tercantum daldis gguransi. namun
dengan berbagai macam pertimbangan, klaim tersebtap harus
dibayarkan. Untuk menghindari kewenangan asuradung yberlebihan

dalam pembayaran klainex-gratia dalam perjanjian reasuransi atau
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dengan kata lain untuk setiap kasus harus dimintaéa terlebih dahulu
dari pihak reasuradur.

2.2.4 Pelaku Reasuransi
Menurut prakteknya, pelaku atau pihak-pihak dalssasuransi dapat
dibagi menjadi beberapa macam sesuai dengan fiygsi@asing-masing, yaitu
sebagai berikut*
1) Penjual Jasa ReasuralReinsurance Supplier/Seller)
Penjual jasa reasuransi terbagi menjadi beberapamayaitu:
a) Penanggung Perseorandamdividual Underwriter)
Pada awalnya, penanggung perseorangan ini menpéartanggungan dari
pihak tertanggung secara langsung atau melalunfaaegbrokers) Akan
tetapi dalam perkembangannya, para penanggung opang@n ini
menerima pertangungan ulang, baik deeding companyreasuradur
(reinsurance companyjnaupun dari sesama penanggung perseorangan.
Pada saat ini, penanggung perseorangan umumnyaa lmergperasi di
Llyod of LondonDalam melaksanakan bisnis reasuransi, para pgoagg
perseorangan yang beroperaskLiyiod of Londontersebut dikenal dengan
namalLlyod SyndicateLlyod Syndicatani buka merupakan suatu badan
hukum, akan tetapi hanya berupa asosiasi atau keloryang melakukan
bisnis asuransi sehingga masing-masimglerwriter tetap bertanggung

Jjawab masing-masing atas bisnis yang diterimanya.

b) Perusahaan Asuran$nsurance Company)
Saat ini, perusahaan asuransi banyak yang berpgaanda sebagai
perusahaan reasuransi. Peran ganda dari perusasasansi tersebut
diatur dalam Pasal 4 huruf (a) Undang-Undang No@amahun 1992
tentang Usaha Perasuransian. Akan tetapi, karemishieasuransi bukan
merupakan bisnis utama dari perusahaan asuranska matuk
menghindari persaingan usaha yang tidak sehat, rpgate membatasi

premi reasuransi yang diterima oleh perusahaarun@as tidak boleh

41 Ayat, Op. Cit.,hal. 33.
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melebihi 2/3 (dua per tiga) dari seluruh premi asst, atau perolehan
premi reasuransi tidak boleh melebihi dari 66,6%a(e puluh enam koma

enam persen) dari seluruh perolehan pf&mi.

c) Perusahaan Reasura(Reinsurance Company)
Perusahaan reasuransi tidak berhubungan secarsutanglengan pihak
tertanggung, dengan demikian perusahaan reasutidaki menerbitkan
polis bagi pihak tertanggung. Perusahaan reasuyansimenerimaessie
dari perusahaan asuransi, pada waktunya dapatnpere@asuransikannya
kembali(retrocessieyeasuransi yang telah diterimanya kepada perusahaa

asuransi atau perusahaan reasuransi yang lain.

d) Mutual Reinsurance
Mutual reinsuranceadalah suatu badan usaha yang bergerak dalangbidan
usaha reasuransi dimana dalam badan usaha terddblt terdapat

pemegang saham seperti halnya pada perseoraraterbat

2) Pembeli Reasuran@reinsurance Buyers)

Pembeli reasuransi adalah semua pihak yang meneridikkungan atau
bantuan reasuransi baik secdagultative maupuntreaty. Pembeli reasuransi
dibagi menjadi beberapa macam, yaitu sebagai kiefiku

a) Direct insurers

b) Captive insurance companies

c) Reinsurers

d) State insurance and reinsurance corporations
e) State-owned insurance corporations

f) State reinsurance corporations

2 Departemen KeuangaKeputusan Menteri Keuangan tentang Kesehatan Kerang
Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasurdtepmen Keuangan No. 224/KMK.017/1993
ps. 25 ayat (4).

“3 R.L. Carter (1), Reinsurance. Third Editign(London: Reactions Publishing Group,
1995), hal. 31-40.
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g) Underwriting pools
h) Regional reinsurance pools and corporations

3) Perantara Reasurar{Bleinsurance Intermediaries)

Perantara reasuransi adalah badan usaha yangdledg¢am bidang yang
menyediakan jasa perantara reasuransi dan berfeefgsigai mediator antara
penjual dan pembeli. Perantara reasuransi dapagidibenjadi 2 (dua) jenis,
yaitu:

a) Underwriting Agent

Underwriting agent bertindak atas pemberi kuasanya/reasuradur. la

memperoleh kepercayaan dari satu atau beberapaadas dalam bentuk

binding authority yaitu otoritas atau kekuasaan yang diberikan dapga
untuk menerima bisnis reasuransi untuk dan atasan@ana reasuradur
tersebut.

b) Reinsurance Brokers

Menurut pasal 5 huruf (a) dan (b) Undang-Undang bdiothtahun 1992

Tentang Usaha Perasuransian, terdapat dua [@oiser dalam usaha

perasuransian, yaitu pialafigroker) asuransi yang hanya boleh mengurus

bisnis asuransi saja dan pialatiwoker) reasuransi yang hanya boleh
mengurus bisnis reasuransi saja. Dalam menjalankgasnya, pialang
asuransi bertindak untuk dan atas nama tertanggeinggi konsultan dan
penasihat tertanggung sebelum dan setelah berlakpeytanggungan,
sedangkan pialang reasuransi bertindak untuk desre&tma penanggung

dalam usahanya menempatkan suatu bisnis reasuransi.

2.2.5 Retens Sendiri (Own Retention)

Dalam bidang perasuransian, retensi sendiri memgéngertian yang
berbeda, yaitu dapat berupa retensi sendiri batanggung dalam hubungan
asuransi dan retensi sendiri asuradur dalam hubungasuransi, baik retensi
sendiri secara bruto maupun secara ngttass or net retention)
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Mengenai besarnya retensi sendiri bagi perusahsararssi, R.L Carter
menjelaskan bahwa tidak ada suatu metode teoatesghn yang menentukan
besarnya retensi sendiri bagi perusahaan astfansitensi sendiri pada
perusahaan asuransi merupakan suatu hal yangysifaamgat khusus sehingga
mengenai berapa besarnya suatu retensi sendiripalem suatu keputusan
manajerial dari perusahaan asuransi tersebut.

Retensi sendiri dapat dibedakan menjadi:

1) Net Retention

Net retentionadalah jumlah maksimum kerugian yang dapat ditanggu

sendiri oleh asuradur dari setiap risiko.
2) Gross Retention

Gross retention merupakannet retention ditambah dengan bantuan

reasuradur dalanexcess of losssehingga terlibat dalarreaty seakan-

akan merupakan retensi sendiri dari asuradur.
3) Group Net Retention

Apabila suatu perusahaan asuransi membuka cabdungy diegeri dan

merupakan badan hukum sendiri di negara tersebakannisiko yang

ditanggung oleh perusahaan-perusahaan tersebut k tigserlu
direasuransikan kembali karena risiko tersebut aktanggung bersama

oleh perusahaan-perusahaan tersebut.

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penentuansesendiri adalah
sebagai berikut:
1) Modal Disetor(Paid up Capital)
Modal merupakan tolak ukur kemampuan suatu perasal@eh karena
itu semakin besar modal disetor suatu perusahaaaress, maka semakin
besar kemampuannya untuk menanggung kerugian eiatgyaran klaim
sehingga retensi sendiri perusahaan asuransi terakbn semakin besar
pula.

2) Solvency Margin

“R.L. Carter (2)Reinsurancg(London: Kluwer Publishing Limited, 1979), hal®
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Tingkat solvensi suatu perusahaan asuransi meropaaah satu
barometer untuk mengukur kemampuan perusahaan nasucmtuk
membayar klaim kepada tertanggung dan melakukamjieam-kewajiban
lainnya kepada tertanggung. Tinglsmtlvencyyang baik biasanya terkait
dengan kemampuan perusahaan untuk menghasilkarelpsmno premi
untuk menghadapi kewajiban membayar klaim kepadéanggung.
Semakin besar tingkat solvensi suatu perusahaaarssumaka semakin
tinggi kemampuan perusahaan tersebut untuk meremmttkensi sendiri
yang lebih besar.

Portofolio

Dalam bidang perasuransian, portofolio diartikabaggi produksi premi,
jumlah polis, dan nilai pertanggungan dari masiragsimg polis.

Tingkat perolehan premi dan keuntungan

Suatu perusahaan asuransi mungkin mampu menghraglieani yang
cukup besar, akan tetapi hasil usaha asuranémeyainderwriting income)
mungkin relatif kecil karenaet retained premiumya juga relatif kecil.
Sebaliknya apabilaet retained premiurbesar, maka sebagian besar klaim
yang akan terjadi akan menjadi retensinya sendiri.

Selain faktor-faktor diatas, terdapat faktor-fakitmin yang mempengaruhi

penentuan retensi sendiri, yaftu:

1)
2)

3)

4)
5)

Kekuatan finansial dari perusahaan asuransi itdisen

Solvabilitas, peraturan atau persyaratan dari pemadr yang
mempengaruhi perusahaan asuransi.

Jumlah pendapatan premi bisnis dan pendapatan leutg dihasilkan
oleh perusahaan asuransi.

Pola kerugian yang disebabkan oleh risiko.

Strategi manajemen dan kemampuan pendapatan dasgpa@an asuransi.

4 Christopher PaineReinsurance A Brief Guid€London: The Chartered Insurance

Institute, 2000), hal. 9.
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2.2.6 Metode Reasuransi

Reasuransi mempunyai berbagai macam metode, b#hatdidari cara
kerjanya, maupun dari kondisi-kondisi yang akan jadinbeban dari masing-
masing pihak (asuradur dan reasuradur). Metodeasyserta kondisi yang telah
disepakati oleh para pihak dalam perjanjian reasuiselalu didasarkan atas asas
timbal balik’® Meskipun tujuan akhir dari reasuransi adalah uriakyebaran
dan pelimpahan risiko, tetapi cara dan metode yhpgrgunakan berbeda-beda
sesuai dengan kebutuhan.

Sampai saat ini, metode reasuransi yang biasa gilipakan suatu hasil
evolusi dari metode-metode yang ada sejak awalipddhan reasuransi, dan
sebagian lagi merupakan metode baru sebagai hasilpgngalaman karena
adanya perkembangan zaman. Meskipun demikian, aliatu metode yang
disepakati oleh para pihak merupakan suatu hasibpBasan dan hasil tawar
menawar yang sifatnya sangat khusus.

Pertumbuhan dan perkembangan metode-metode tergeloia akhirnya
menghasilkan suatu bentuk metode yang mantap dartidileh praktek asuransi
dan reasuransi secara internasional. Meskipun damikentuk dan metode yang
dikenal sampai saat ini akhirnya akan mengalamil@dran-perubahan di masa
yang akan datang. Hal ini dimungkinkan karena adangdifikasi dan perubahan
yang berhubungan dengan kebutuhan dunia perdagalagamdustri, khususnya
industri asuransi dan reasuransi di masa yang @d@mg.

Secara garis besar, metode reasuransi dibagi mé&nfjdda) macam, yaitu:

1) Fakultatif (facultative)
2) Traktat(treaty)
Untuk selengkapnya, maka dibawah ini akan dibakagefasan masing-masing
metode tersebut.
1) Reasuransi FakultatfFacultative Reinsurance)

Reasuransi fakultatif merupakan salah satu metedsuransi yang tertua.
Bentuk reasuransi ini biasa dipergunakan untuk amsir kebakaran dan

kecelakaan karena sifat dari reasuransi ini didasarpada adanya suatu

“8 Hartono (2)Op. Cit.,hal. 168.

Reasuransi sebagai..., Randitya Eko Adhitama,FHUI,2011



51

kebebasan untuk memilih bagi para pihak yang métakperjanjian reasurari€i.
Metode reasuransi ini dibagi menjadi dua macantyyai
a) Reasuransi Fakultatif Biasa
Dalam perjanjian semacam ini, pihak asuradur merygiukebebasan
untuk menawarkan atau tidak menawarkan suatu bisaguransi kepada
pihak reasuradur dan pihak reasuradur juga mempheyebasan untuk
menerima atau menolak penawaran bisnis reasurangitdak asuradur.
Keuntungan dari metode ini adalah sebagai berikut:
1. Nilai pertanggungan melebihi dari nilai kapasitasjgnjian.
2. Okupasi objek pertanggungan yang akan direasu@msikdak
termasuk (dikecualikan) di dalam perjanjian.
3. Untuk menjaga perjanjian.
4. Meningkatkan kerjasama antara sesama asuradur.
Sedangkan kekurangan dari bentuk reasuransi italagdabagai berikut:
1. Pelaksanaannya memerlukan waktu yang lama.

2. Pengelolaan bisnis tersebut memerlukan biaya adtrasi yang besar.

b) Reasurandracultative Obligatory

Reasuransi semacam ini bersifat fakultatif bagiakilasuradur untuk

menawarkan atau tidak menawarkan bisnis kepadaureghg. Akan

tetapi, apabila bisinis tersebut telah ditawarkapdda reasuradur, maka
reasuradur wajib untuk menerimanya.

Keuntungan dari metode ini adalah sebagai berikut:

1. Asuradur mempunyai bantuan yang pasti dari pihaksuwedur
sehingga bantuan tersebut dapat digunakan kapaolshj asuradur.

2. Reasuradur dapat memperoleh gambaran yang lelak fakengenai
risiko-risiko yang diterimanya.

3. Komisi asuransi yang diberikan oleh reasuradur hlekecil jika
dibandingkan dengan metodeeaty Proporsional, sehingga reasuradur
dapat memperoleh premi yang lebih banyak.

Kekurangan dari metode ini adalah sebagai berikut:

47 bid., hal. 171.
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1. Asuradur memperoleh komisi yang lebih kecil.

2. Memakan biaya administrasi yang besar.

2) Traktat ReasurangReinsurance Treaty)

Reasuransi berdasarkan perjanjian atasurance treatyadalah suatu
perjanjian dasar yang mengatur hubungan reasusatesia pihak asuradur dengan
pihak reasuradur secara terus menerus sampai jsnjaersebut disepakati oleh
kedua belah pihal® Perjanjian tersebut menjadi dasar pengaturan tyasun
hukum antara para pihak, yang menyangkut hak damjkean masing-masing
pihak. secara garis besar, metode reasuransi patddibedakan menjadi dua
macam, yaitu:

a) Reasuransi Proporsional

Dalam bentuk ini, terdapat perbandingan yang sanmtara hak untuk

memperoleh premi dan kewajiban untuk membayar kidiamtara pihak

asuradur dan reasuradur. Bentuk reasuransi ingdibanjadi dua macam,
yaitu:

1. Quota Share Treaty

Quota share treatyadalah suatu perjanjian reasuransi dengan suatu
persentase tertentu dari masing-masing dan sesi&p yang diterima
oleh penanggung pertama harus dialokasikan kepa@nggung

ulang.

“Simpliest of all forms of treaty reinsurance isetlguota share
contract whereby the reinsurer agrees to reinsurixad proportion

of every risk accepted by the ceding company, sggrfoportionately
in all losses and receiving in return the same @mipn of all direct

premiums (net of return premiums), less the agresidsurance

commission.*

“Quota share treaty is a form of a proportional nsurance where a
uniform percentage of proportion of each and evask coming

within the scope of the treaty is ceded to thetyearespective of
original sums insured. This is usually subject tonanetary limit of

8 bid., hal. 176.

49 Carter (1)Op.Cit.,hal. 167.
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liability for 100 percent of the treaty. Premiumandlosses on the
ceded risks are shared in the same proportich.”

Dalam bentuk reasuransi ini, maka bagian dari dsurdan reasuradur
ditentukan berdasarkan persentase yang tetap @jaaiskas atatreaty

limit dari setiap risiko.

2. Surplus
Reasuransi surplus adalah suatu perjanjian reaswyang mewajibkan
kepada reasuradur untuk segera mengalinkan rigkada reasuradur
apabila risiko tersebut melebihi batas yang telaketdjui dan
reasuradur telah terikat untuk menerima risiko elens® Dalam
reasuransi ini, reasuradur hanya akan terlibat ipabtensi sendiri

pihak asuradur sudah terpenuhi.

b) Reasuransi Non Proporsional
Reasuransi non proporsional mengatur bahwa piha&suradur
mempunyai kewajiban membayar ganti rugi yang maldiatas tertentu,
sehingga reasuradur tidak memiliki kewajiban untudmbayar ganti rugi
apabila kerugian tersebut tidak melebihi batas ydmgarnya telah
disepakati dan dicantumkan di dalam perjanjian.udnj utama dari
reasuransi ini adalah untuk menghindari kerugianséndiri. Reasuransi

non proporsional dibagi menjadi beberapa macany:yai

1. Working Cover Excess of Loss
Maksud dari reasuransi ini adalah pihak reasurbdaoya terlibat dalam
hal pembayaran klaim apabila klaim tersebut teladlebihi retensi
sendiri dari pihak asuradur.

Keuntungan dari metode ini, yaitu:

0 GoenkaQp. Cit.,hal. 28.

*1 Hartono (2)Op. Cit.,hal. 178.
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a. Untuk melindungi retensi sendiri dalgsroportional treaty

b. Penerimaan premi tidak perlu dibagi secara propoesi kepada
reasuradur, sehingga menguntungkan pihak asuradur.

c. Biaya administrasi yang sedikit.

d. Penyelesaian klaim dari pihak reasuradur didasarkaas
pembayaran tunai.

e. Menghemat biaya premi fakultatif.

Kerugian dari metode ini, yaitu:

a. Asuradur harus membayar premi terlebih dahulu sebeia
mengumpulkan premi asuransinya.

b. Tidak ada pengembalian premi asuransi.

2. Stop Loss/Excess of Loss Ratio
Maksud dari metode ini adalah

“Excess of loss contract that indemnifies the ranesl to the extent
his loss ratio exceeds a pre-determined loss rdtie reinsurer pays
losses in excess of the priority, which is stateterms of a loss ratio,
and up to a limit. Also known as ‘Excess of LossdReover.”>?

Seiring dengan berjalannya waktu, apabila jumlamb@eyaran klaim
yang merupakan retensi sendiri pihak asuradur suttcapai batas
tertentu, maka pihak asuradur akan menghentikarbaganan klaim
tersebut dan pihak reasuradur wajib mengambil kétvajiban dari

pihak asuradur untuk membayar klaim.

3. Catastrophe Excess of Loss
Jenis reasuransi ini dilakukan untuk menutup akasiukerugian-
kerugian(accumulation of losseglang disebabkan oleh suatu kejadian
yang sifatnyacatastrophe (besar sekali/bencana alam) yang dapat

menimbulkan kerugian yang sangat besar.

*2 GoenkaQp. Cit.,hal. 90.
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4. Common Account Excess of Loss
Jenis reasuransi ini memberikan proteksi terhadsgelkruhan hasil
underwriting suatu perusahaan pada tahun tertentu. Untuk itu
diperlukan data-data mengenai hasihderwriting yang diperoleh
minimal sejak lima tahun sebelumnya. Data-data ebers

memperlihatkaross ratiodan tren darioss ratiotersebut.

2.3  Tinjauan Umum Hukum Perjanjian

Dalam ilmu pengetahuan hukum, masalah istilah skfgaenting. Pada
ahli hukum dalam mempelajari istilah-istilah hukumgnggunakan kata-kata
yang dimaksudkan untuk mengemukakan suatu pandaatgansuatu pendapat.
Dengan adanya berbagai pandangan dan pendapabuterseaka seringkali
terdapat perbedaan diantara para ahli hukum dalandefinisikan suatu istilah.
Untuk menghindari kesalahpahaman tersebut, pedny@lkesepakatan diantara
para ahli hukum mengenai definisi dari istilahlétiyang dipergunakan.

Dalam hal ini, perikatan didefinisikan sebagai suAtibungan hukum
antara dua pihak, dimana pihak yang satu berhakumensesuatu dari pihak
yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untummenuhi tuntutan tersebtit.
Pihak yang berhak menuntut sesuatu dinamakan Wreatiau pihak berpiutang,
sedangkan pihak yang mempunyai kewajiban untuk mameuntutan tersebut
dinamakan debitur atau pihak yang berutang.

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana sesedrargnji kepada orang
lain atau dimana kedua orang tersebut saling Qerjamuk melaksanakan
sesuaty? Dengan demikian timbul suatu hubungan diantaraikextang tersebut
yang dinamakan perikatan. Dengan kata lain, pegjartersebut menimbulkan
suatu perikatan diantara kedua orang atau kedwsk giang membuatnya. Dari
penjelasan tersebut, maka dapat ditarik kesimpidahwa hubungan antara
perikatan dan perjanjian yaitu perjanjian tersebahimbulkan perikatan diantara

pihak-pihak yang membuatnya.

*3 Subekti,Hukum Perjanjian, Cet. 19(Jakarta: Intermasa, 2002), hal. 1.

** Ibid.

Reasuransi sebagai..., Randitya Eko Adhitama,FHUI,2011



56

2.3.1 Bentuk-bentuk Perikatan
Menurut Pasal 1233 KUHPerdata, perikatan mempuwhyaisumber, yang

pertama adalah undang-undang, dan yang kedua agelg@mjian. Mengenai

bentuk perikatan yang lahir dari undang-undang, Rétdlata membagi bentuk

perikatan tersebut menjadi dua macam, yaitu:

1)

2)

Menurut Pasal 1352 KUHPerdata, yang menyebutkawdah
Perikatan-perikatan yang dilahirkan demi undangamgdsaja atau dari
undang-undang sebagai akibat dari perbuatan orang.

Menurut Pasal 1353 KUHPerdata, yang menyebutkawdah
Perikatan-perikatan yang dilahirkan dari undangamgd sebagai akibat
perbuatan orang, terbit dari perbuatan halal ataupgrbuatan melanggar
hukum.

Dalam konteks Pasal 1352 KUHPerdata, undang-undaembagi lagi

bentuk perjanjian tersebut menjadi dua macam, yaitu

1) Perikatan yang lahir dari undang-undang semata.

2) Perikatan yang lahir dari undang-undang sebagdiaakperbuatan atau
tindakan manusia.
Dalam konteks Pasal 1353 KUHPerdata, undang-undaembaginya

menjadi®®

1) Perikatan yang lahir dari undan-undang sebagaaakibrbuatan manusia
atau orang perorangan yang diperkenankan oleh wunt@@ng, yang halal,
yang tidak bertentangan dengan peraturan perungiagi@agan yang
berlaku.

2) Perikatan yang lahir dari undang-undang sebagdiaaldari perbuatan

manusia atau orang perorangan yang melanggar wuwhalang, yang
tidak diperkenankan oleh hukum, yang melanggar hnuku

%5 Gunawan Widjaja dan Kartini Muljad§eri Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir

Dari Undang-Undang(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005) 6hal.

%8 |bid., hal. 7-8.
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Mengenai perikatan yang lahir dari perjanjian, ny@sk perjanjian
tersebut tidak diatur dalam KUHPerdata, akan tefagjanjian tersebut tidak

boleh melanggar ketentuan yang telah diatur daladang-undang tersebut.

2.3.2 Syarat-syarat Sahnya Suatu Perjanjian

Menurut KUHPerdata, terdapat 4 (empat) syarat salpeyjanjian, syarat-
syarat tersebut yaitu sebagai berikut:

1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2) Cakap untuk membuat suatu perjanjian;

3) Mengenai suatu hal tertentu;

4) Suatu sebafrausa)yang halal.

Untuk dua syarat yang pertama, yaitu sepakat merakg mengikatkan
dirinya dan cakap untuk membuat suatu perjanjiasebdit dengan syarat
subjektif karena mengenai pihak-pihak yang mempegganjian tersebut. Untuk
dua syarat yang terakhir, yaitu mengenai suatuersntu dan suatu sebab yang
halal, disebut dengan syarat objektif karena meaigeerjanjian itu sendiri atau
objek dari perjanjian tersebut.

Syarat subjektif dan syarat objektif merupakan keslyarat yang berbeda.
Dalam hal syarat objektif, apabila syarat terseiolatk terpenuhi, maka perjanjian
tersebut batal demi hukum. Batal demi hukum makgadaalah dari awal tidak
pernah ada/lahir perjanjian dan tidak pernah tegadtu perikatan, dalam bahasa
Inggris, hal seperti ini dinamakamnll and void Dalam hal syarat subjektif tidak
terpenuhi, maka perjanjian tersebut dapat dibatallkzapat dibatalkan artinya
adalah perjanjian tersebut dapat dimintakan per@aratdeh salah satu pihak dan
apabila perjanjian tersebut tidak dimintakan pemlbanya, maka perjanjian
tersebut dapat terus berlangsung/berjalan sesngadasi perjanjiannya.

Penjelasan yang lebih mendalam dari keempat st@sstbut, dapat dilihat
pada bagian berikut ini, yaitu:

1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

" Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Watk) diterjemahkan oleh R.
Subekti dan R. Tjitrosudibio, cet. 28, (JakartadPya Paramita, 1996), ps. 1320.
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Definisi kata “sepakat” adalah kecocokan kehendalki &einginan dari
kedua belah pihak yang akan mengadakan perjatijiaBaat terjadinya
persetujuan mengenai perjanjian yang akan dibuakaldoada saat para pihak
menemui kesepakatan dalam pembuatan perjanjiaebtdrs Selain itu, ada
beberapa teori mengenai saat terjadinya persetujizantara kedua belah pihak,
yaitu sebagai berikut

a) Teori ucapan, menurut teori ini saat terjadinyasetjuan adalah saat
disetujuinya penawaran.

b) Teori pengiriman, menurut teori ini saat terjadipgxsetujuan adalah pada
saat dikirimkannya jawaban persetujuan penawaran.

c) Teori diketahuinya penawaran disetujui, teori iergendapat bahwa saat
terjadinya persetujuan adalah pada saat si penpenatvaran mengetahui
penawarannya telah disetujui.

d) Teori penerimaan, menurut teori ini persetujuajatitipada saat jawaban
diterima oleh pembuat penawaran tanpa memperhagikdah atau belum
dibacanya jawaban tersebut oleh pembuat penawaran.

Menurut KUHPerdata, kesepakatan dianggap tidak ssyabila
kesepakatan tersebut didasarkan pada kekhilafaeapa, atau penipuan.

Kekhilafan tidak mengakibatkan batalnya suatu pgga selain apabila
kekhilafan itu terjadi mengenai hakikat barang yanenjadi pokok perjanjian.
Kekhilafan itu tidak menjadi sebab kebatalan, jkekhilafan itu hanya terjadi
mengenai dirinya orang dengan siapa seorang beuttaksembuat suatu
perjanjian, kecuali jika perjanjian itu telah dibugrutama karena mengingat
dirinya orang tersebut.

Paksaan adalah perbuatan yang mempengaruhi pikeaaorang dan
menimbulkan ketakutan pada dirinya atau pada hketeayaannya sehingga
terancam bahaya yang akan menjadi kenyataan. Apabdtu perjanjian dibuat

dengan suatu paksaan, maka perjanjian tersebuitdeata hukum.

*8 R.M. SuryodiningratAzas-azas Hukum PerikatgBandung: Tarsito, 1982), hal. 92.

%9 |bid., hal. 93-94.
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Penipuan adalah suatu perbuatan tipu muslihat dersgagaja yang
dilakukan oleh salah satu pihak yang membuat pefjarterhadap pihak yang
lainnya. Apabila suatu perjanjian didasarkan padeatus penipuan, maka

perjanjian tersebut batal demi hukum.

2) Cakap untuk membuat suatu perjanjian

Dalam pembuatan suatu perjanjian, para pihak yaetpkukan suatu
perjanjian diwajibkan cakap menurut hukum. Oranggyaakap menurut hukum
adalah orang yang tidak termasuk dalam kategongscgiang yang disebutkan
dalam Pasal 1330 KUHPerdata, yaitu:

a) Orang-orang yang belum dewasa;

b) Mereka yang berada dalam pengampuan;

c) Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan wtelang-undang, dan
semua orang-orang Yyang tidak diperbolehkan memlp&rfanjian-
perjanjian tertentu oleh undang-undang. Oleh karenaapabila seorang
perempuan yang bersuami ingin melakukan suatu rpemga maka ia
memerlukan izin atau kuasa tertulis dari suamftiyakan tetapi dengan
dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Repuibdignesia No. 3
Tahun 1963 tanggal 4 Agustus 1963, seorang ispatdamelakukan suatu

perbuatan hukum tanpa harus mendapatkan izin aamigsya.

3) Mengenai suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu mempunyai pengertian bahwa spatjanjian harus
memiliki suatu objek yang diperjanjikan dan objekstbut setidak-tidaknya harus
ditentukan jenisnya. KUHPerdata menyatakan bahwgadarang-barang yang
dapat diperdagangkan saja yang dapat dijadikan gaebabjek perjanjian,
sehingga barang-barang yang dipergunakan untukremgean umum tidak dapat
dijadikan objek perjanjiaff

% Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Watk), Op. Cit.ps. 1330.
®1 |bid., ps. 108.

%2 |bid., ps. 1332.
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4) Suatu sebafrausa)yang halal

Menurut hukum perjanjian, sebgbausa) adalah isi dan tujuan suatu
perjanjian yang menimbulkan adanya perjanjian gad&i. Suatu sebab yang
halal dan yang tidak halal hanyalah mengenai mlashi&um saja. Menurut
hukum, suatu sebab yang tidak halal adalah sudé@absgang jelas bertentangan
dengan kesusilaan dan ketertiban unftim.

Menurut Pasal 1335 KUHPerdata, apabila suatu geanlibuat tanpa
sebab, dengan sebab yang yang palsu, dan dengam ysmig tidak halal, maka
perjanjian tersebut menjadi btal demi hukum. SelkainPasal 1337 KUHPerdata
menyatakan bahwa suatu sebab yang dilarang dalaim gerjanjian adalah suatu
sebab yang dilarang oleh undang-undang atau banigem dengan kesusilaan dan

ketertiban umum.

2.3.3 Pelaksanaan Perjanjian

Perjanjian merupakan suatu peristiva dimana sesgdoarjanji kepada
orang lain untuk melakukan sesuatu. Dalam hal peirjanjian dapat dibagi
menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:

1) Perjanjian untuk memberikan suatu barang;
2) Perjanjian untuk berbuat sesuatu;
3) Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu.

Pasal 1235 KUHPerdata menyebutkan bahwa apabilearsgadebitur
melakukan perjanjian untuk memberikan suatu bareggada kreditur, maka
debitur harus merawat barang tersebut dengan baggdh saat penyerahan
barang tersebut kepada kreditur.

Mengenai jenis perjanjian untuk berbuat sesuatupgganjian untuk tidak
berbuat sesuatu, ada permasalahan mengenai kewaenpifgak kreditur untuk
merealisasikan prestasi dari perjanjian tersebabip pihak debitur tidak dapat
melaksanakan prestasi tersebut. Hal ini dapat dgkinkan dengan adanya
keputusan hakim yang menyatakan bahwa pihak kredapat menuntut pihak
debitur untuk melaksanakan prestasinya, sehingggangian tersebut dapat

%3 SuryodiningratQOp. Cit.,hal. 118.
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dieksekusikan secara nyata. Pasal 1239 KUHPerdatgatakan bahwa apabila
pihak debitur tidak dapat melaksanakan prestasimaka pihak debitur wajib
memberikan ganti rugi kepada pihak kreditur.

Dalam pelaksaan suatu perjanjian seringkali diteanukelalaian pihak
debitur sehingga prestasi yang diperjanjikan dgb@njnjian tersebut tidak dapat
dipenuhi. Untuk melindungi pihak kreditur dari h@tsebut, maka undang-undang
mengatur mengenai permsalahan ini. Apabila pihabkitadie terbukti tidak
melaksanakan prestasi yang disebabkan kelalaianmaka debitur wajib
mengganti biaya, rugi, dan bunga kepada kreditlbag& penggantian dari
prestasiny&:

Untuk membuat suatu perjanjian, isi dari perjanjieersebut harus
ditetapkan terlebih dahulu, sehingga dapat diketddak dan kewajiban dari
masing-masing pihak. pasal 1338 KUHPerdata metaadahwa perjanjian
yang dibuat oleh para pihak yang sepakat untuk roatniga, berlaku sebagai
undang-undang bagi para pihak yang membuat pexjatgrsebut dan perjanjian
tersebut harus dilandasi dengan itikad baik.

Kesimpulan dari penjelasan diatas adalah bahwakjpheak yang
mengadakan perjanjian bebas untuk memperjanjikem sgja sesuai dengan
keinginan dan kesepakatan mereka, akan tetapip@rgambatasan mengenai hal
tersebut yang diatur dalam KUHPerdata, yaitu susitdari perjanjian adalah
terlarang apabila perjanjian tersebut bertentang@mgan kesusilaan dan

ketertiban umuni®

2.3.4 Wanprestasi dan Akibat-akibatnya

Istilah wanprestasi berasal dari bahasa Belawdabeheer” yang artinya
pengurusan buruk ddwandaad” yang artinya perbuatan burbfkWanprestasi
memiliki arti pihak debitur tidak melaksanakan pasgwya (kewajibannya)

% Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk WetkpOp. Cit., ps. 1243.
% |bid., ps. 1337.

% Subekti,Op. Cit.,hal. 45.
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kepada pihak kreditur. Wanprestasi dapat berupbalgar macam bentuk, yaitu
sebagai berikut:
1) Tidak melaksanakan apa yang harus dilaksanakannya;
2) Melaksanakan apa yang harus dilaksanakannya, tedagisesuai dengan
yang diperjanjikan;
3) Melaksanakan apa yang diperjanjikan tetapi tidagattewaktu atau
terlambat melaksanakan apa yang diperjanjikan; dan
4) Melakukan sesuatu yang dilarang oleh perjanjian.
Terhadap wanprestasi tersebut, pihak kreditur dapabhuntut pihak
debitur untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:
1) Pemenuhan perjanjian.
2) Pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi.
3) Ganti rugi saja.
4) Pembatalan perjanjian.
5) Pembatalan perjanjian disertai ganti rugi.
Mengenai ganti rugi, terdapat 3 (tiga) unsur yangekat, unsur-unsur
tersebut yaitu:
1) Biaya adalah semua pengeluaran yang telah dikelnaokeh salah satu
pihak.
2) Rugi adalah kerugian karena krusakan barang-baraliig kreditur yang
diakibatkan oleh kelalaian debitur.
3) Bunga adalah kerugian yang berupa kehilangan kegatu yang telah
dibayarkan oleh kreditur. Bunga terbagi menjadigaj jenis, yaitlf”’
a) Bunga konvensional adalah bunga yang telah ditatagklam perjanjian.
b) Bunga moratoir adalah bunga yang dibayar oleh dekipada kreditur
yang dihitung sejak debitur dinyatakan lalai metadekan prestasinya
untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada kredBesar bunga
tersebut adalah 6% per tahun sesuai dengan Stedsi$48-22.
c) Bunga kompensatoir adalah bunga yang harus dilmghrdebitur kepada
kreditur yang harus meminjam uang kepada orang laimuk
membayar/melunasi harga barang yang telah nailenkadebitur tidak

®” SuryodiningratQOp. Cit.,hal. 35.
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menyerahkan barang tersebut kepada kreditur detegat waktu sesuai
dengan perjanjian.

Mengenai pembayaran ganti rugi yang dilakukan adebitur kepada

kreditur, undang-undang memberikan pembatasan Beggitur dalam hal

menuntut pembayaran ganti rugi tersebut. Hal imupakan perlindungan hukum

bagi debitur dari perbuatan yang sewenang-wenaaditkr. Pembatasan ganti

rugi tersebut dapat dilihat dari penjelasan dibaimgtyaitu:

1)

2)

Pasal 1247 KUHPerdata menyatakan bahwa:

“si berutang hanya diwajibkan mengganti biaya gamgi dan bunga
yang nyata telah atau sedianya haus dapat didwggkse perjanjian
dilahirkan, kecuali jika hal tidak dipenuhinya maman itu

disebabkan karena sesuatu tipu daya yang dilakoikedumya.”

Pasal 1248 KUHPerdata menyatakan bahwa:

“bahkan jika hal tidak dipenuhinya perjanjian itisebabkan karena
tipu daya si berutang, penggantian biaya, rugi, danga sekedar
mengenai kerugian yang diderita oleh si berpiutdag keuntungan
yang terhilang baginya, hanyalah terdiri atas apagymerupakan
akibat langsung dari tak terpenuhinya perjanjian.”

Jadi kesimpulan yang dapat ditarik dari penjelaskatas adalah bahwa

ganti rugi tersebut dibatasi hanya meliputi keraogigang dapat diduga dan

kerugian yang merupakan akibat langsung dari watgse Selain itu, dalam hal

debitur dinyatakan lalai dalam melaksanakan suatjapjian dan diberi hukuman

atas kelalaiannya tersebut, debitur dapat melakyd@mbelaan diri terhadap

tuntutan tersebut. Pembelaan diri yang dilakukah dlebitur ada 3 (tiga) macam,

yaitu©®

% Subekti,Op. Cit.,hal. 55.
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1) Keadaan memaksa\ermachtatauforce majeuy
Pasal 1244 KUHPerdata:

“lika ada alasan untuk itu, si berpiutang harusukilm mengganti
biaya, rugi, dan bunga apabila ia tidak dapat mextikan, bahwa hal
tidak atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanayamperikatan itu,
disebabkan suatu hal yang tak terduga, pun tak tdapa
dipertanggungjawabkan padanya, kesemuanya itu pan ifikad
buruk tidaklah ada pada pihaknya.”

Pasal 1245 KUHPerdata:

“tidaklah biaya, rugi, dan bunga harus digantingpabila lantaran
keadaan memaksa atau lantaran suatu kejadian sdogdija si
berutang berhalangan memberikan atau berbuat sesyanhg
diwajibkan, atau lantaran hal-hal yang sama telablakukan
perbuatan yang terlarang.”

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwau&eplsal tersebut
mengatur hal yang sama, yaitu pembebasan pihaktudetari kewajiban
mengganti kerugian dikarenakan suatu keadaan yargaksa. Selain itu, dari
penjelasan diatas dapar disimpulkan bahwa keadaamaksa adalah suatu
kejadian yang tidak terduga, tidak disengaja, dardakt dapat
dipertanggungjawabkan kepada debitur, dalam atituleterpaksa tidak dapat
melaksanakan prestasinya.

2) Mengajukan bahwa kreditur juga melakukan kelala{@®ceptio non
adimpleti contractus)
Mengenai pembelaan semacam ini, tidak disebutkdanmdaundang-
undang, akan tetapi prinsip mengenai pembelaanemani dijelaskan dalam
pasa 1478 KUHPerdata, yaitu;

“si penjual tidak diwajibkan menyerahkan barangnia si pembeli
belum membayar harganya, sedangkan si penjual tit&h
mengizinkan penundaan pembayaran kepadanya.”
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3) Pelepasan hakechtsverwerking)

Alasan lain yang dapat membebaskan debitur yangdwlit melakukan
kelalaian dalam melaksanakan prestasi dan membedkesan untuk menolak
pembatalan perjanjian adalah pelepasa hak wageltsverwerking Maksudnya
adalah suatu sikap dari pihak kreditur yang dasingulkan oleh pihak debitur
bahwa pihak kreditur tidak akan menuntut ganti kegpada pihak debitur.

2.4 Reasurans Sebagai Jaminan Atas Risiko Perusahaan Asuransi

2.4.11s Perjanjian Asuransi

Di Indonesia, perjanjian asuransi diatur dalam kio@ifikasi, yaitu Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Unddaogum Dagang.
Dalam KUHPerdata, perjanjian asuransi dikategorikeedalam perjanjian
untung-untungan yang diatur dalam Pasal 1774 KU#HRar yang berbunyi

sebagai berikut:

“suatu perjanjian untung-untungan adalah suatu yagam yang
hasilnya, mengenai untung ruginya, baik bagi sepibak, maupun
bagi sementara pihak, bergantung pada suatu kejadiag belum
tentu.

Demikian adalah:

Perjanjian pertanggungan;

Bunga cagak hidup;

Perjudian dan pertaruhan.

Perjanjian yang pertama diatur di dalam Kitab Um@limdang
Hukum Dagang.”

Dalam KUHD, perjanjian asuransi diatur dan dibeatasan dalam Pasal

246 KUHD yang berbunyi sebagai berikut:

“Asuransi atau pertanggungan adalah suatu pemanjiangan mana
seorang penanggung mengikatkan diri kepada sedsatanggung,
dengan menerima suatu premi, untuk memberikan @eriga
kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan ataularigdn
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keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan ithaea karena
suatu peristiwa yang tak tertentu.”

Penggolongan perjanjian asuransi sebagai salah sattuk perjanjian

untung-untungan sebenarnya tidak tepat, karenaertiartgan dengan prinsip-

prinsip yang harus dipenuhi dalam perjanjian assiran sendiri dan pengertian

perjanjian untung-untungan mempunyai kecenderungagia pertaruhan dan

perjudian. Perjanjian untung-untungan mempunyalkaristik yang berdasarkan

pada kemungkinan yang bersifat spekultatif dan ktiddapat dideteksi

kemungkinannya tersebut. Lain halnya dengan pésmanmasuransi yang pada

pdasarnya sudah mempunyai tujuan yang yang lelsitn, pajuan tersebut adalah

untuk mengalihkan risiko sehingga apabila terjadsusitu, maka keadaan

ekonomi seseorang/pihak akan kembali seperti sesailalum adanya kejadian

tersebut.

Pengaturan perjanjian asuransi menurut Pasal 24BIIKWhempunyai

sifat-sifat sebagai berikut, yaifd:

1)

2)

3)

4)

Perjanjian asuransi pada asasnya merupakan sugnj@a@ penggantian
kerugian (schadeverzekeringatau indemniteits contract) Penanggung
mengikatkan diri untuk menggantikan kerugian karpiak tertanggung
menderita kerugian dan kerugian yang digantikarmisang dengan
kerugian yang benar-benar diderita oleh tertanggung

Perjanjian asuransi adalah perjanjian bersyarawailean mengganti
kerugian dari penanggung hanya dilaksanakan apadiistiwa yang tidak
tertentu yang menjadi dasar perjanjian tersebjader

Perjanjian asuransi adalah perjanjian timbal batlkpana kewajiban
penanggung mengganti kerugian diimbangi dengan jkeavatertanggung
untuk membayar premi.

Kerugian yang diderita adalah sebagai akibat darispwa yang tidak

tentu yang diperjanjikan dalam perjanjian asurgrsiebut.

% Hartono (2)Op. Cit.,hal. 84.
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Pada dasarnya, perjanjian asuransi merupakan fejanjian yang

mempunyai karakteristik yang memberikan suatu ldiisus jika dibandingkan

dengan perjanjian yang lain. Karakteristik tersetmglah sebagai berik(ft:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Perjanjian asuransi adalah perjanjian yang bersifaatair, maksudnya
adalah bahwa kewajiban/prestasi penanggung magdmitingkan pada
suatu peristiwa yang tidak pasti, sedangkan pregtasnggung sudah
pasti yaitu membayar premi. Jadi walaupun tertanggudah memenuhi
kewajibannya, pihak penanggung belum tentu dapatmenahi
kewajibannya secara nyata.

Perjanjian asuransi adalah perjanjian bersyaratksotiya adalah
perjanjian ini merupakan perjanjian dimana presgEianggung hanya
akan terlaksana apabila syarat-syarat yang ditantudalam perjanjian
dipenuhi.

Perjanjian asuransi adalah perjanjian yang berségihak, maksudnya
adalah bahwa perjanjian ini menunjukkan hanya sgaitak saja yang
memberikan janji, yaitu pihak penanggung. Penanggnamberikan janiji
akan mengganti suatu kerugian apabila pihak tegiamg membayar
premi dan polis sudah berjalan, sedangkan pihatanggung tidak
memberikan janji apapun.

Perjanjian asuransi adalah perjanjian yang melegatla syarat
penanggung, karena pada hakikatnya syarat dan diomili dalam
perjanjian tersebut diciptakan oleh penanggunglid&an karena adanya
kata sepakat yang murni atau tawar menawar.

Perjanjian asuransi adalah perjanjian yang bergfddadi, maksudnya
adalah bahwa kerugian yang timbul harus merupakamngikan perorangan
secara pribadi, bukan kerugian kolektif.

Perjanjian asuransi adalah perjanjian dengan syiikad baik yang
sempurna, maksudnya adalah bahwa perjanjian asuragsupakan
perjanjian dengan keadaan dimana kesepakatan ipatatprcapai dengan
pengetahuan yang sama mengenai fakta, sehinggad&ridari cacat-

cacat tersembunyi.

0 |bid., hal. 92-93.
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Sesuai dengan karakteristik yang dimiliki oleh @ejipn asuransi,
meskipun perjanjian tersebut sudah sah dan sudgdldoe perjanjian tersebut
tidak selalu berakhir dengan pemenuhan prestasifigam yang sempurna,
karena apabila pihak tertanggung tidak menderitagian, maka ia tidak akan
mendapatkan ganti rugi dari pihak penanggung, meskdemikian tidak berarti
pihak penanggung tidak bertanggungjawab. Proteksg \dijanjikan penanggung
kepada tertanggung akan dipenuhi oleh penanggualglasyarat-syaratnya juga
terpenuhi. Syarat-syarat tersebut adalah sebaghkube
1) Adanya peristiwa tak tertentu;

2) Hubungan sebab akibat;

3) Apakah ada yang memberatkan risiko;

4) Apakah terdapat cacat atau sifat kodrat dari bassrgy menjadi objek
perjanjian;

5) Adanya kesalahan tertanggung;

6) Nilai yang diasuransikan.

2.4.2 Tanggung Jawab Penanggung Pertama dan Penanggung Ulang
Terhadap Tertanggung

Perusahaan asuransi sebagai penanggung pertamengugidiki masalah
yang sama dengan pihak tertanggung, yaitu risikatiap konsekuensi keuangan
tertentu karena terjadinya suatu peristiwva yangurbelpasti terjadi dan
konsekuensi keuangan tersebut belum tentu dapatsdan dipikul sendiri.oleh
karena itu, penyebaran dan pengalihan risiko mé&ampaalah satu upaya untuk
mengatasi konsekuensi tersebut. Pada umumnya, ape@ars asuransi sebagai
penanggung mengadakan perjanjian reasuransi depgarsahaan reasuransi
untuk mengalihkan dan menyebarkan risiko.

Adanya peranan reasuransi, memungkinkan perusaisaansi makin
mengembangkan fungsinya sebagaimana seharusnyai sésugan posisinya
sebagai penanggung pertama. Dengan adanya parjargasuransi, maka
perusahaan asuransi dapat menutup perjanjian asuyang bervariasi dan
mencakup jenis asuransi yang lebih luas lagi sgainigjuan perusahaan asuransi
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dapat dicapai sampai pada batas maksimum yang nmudgkat dicapai dengan
aman.

Perusahaan asuransi sebagai perusahaan yang miamrajasa proteksi
akan berusaha untuk dapat menampung semua permistara maksimal.
Untuk itu, perusahaan asuransi mengadakan suatemsipemasaran untuk
memajukan usahanya. Pemasaran tersebut dilakukgamleara sebagai berikut:
1) Melalui penawaran umum dengan menggunakan sarartha noetak,

media visual, maupun cara-cara pendekatan masgdaian
2) Melalui penawaran terbatas, antara lain menggunakstem relasi dan

hubungan kerja melalui jalur formal maupun informal

Kegiatan penyediaan jasa proteksi yang dilakukaeh operusahaan
asuransi tersebut tidak pernah luput dari kerugfang akan diderita oleh
perusahaan asuransi yang disebabkan oleh ketidapu@anperusahaan asuransi
untuk melaksanakan kewajibannya, yaitu untuk mengydarugian yang diderita
oleh pihak tertanggung. Hal ini tentu saja akanugian pihak tertanggung.

Untuk mengatasi masalah tersebut, maka dibuatlatu aeraturan untuk
melindungi pihak tertanggung dari kerugian yang edidnya. Untuk
mengantisipasi hal tersebut, perusahaan asuramsipdausahaan reasuransi

diwajibkan memiliki cadangan teknis seperti yamules di bawah ini**

“Setiap Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Resisurarus

membentuk cadangan teknis asuransi sesuai dengan gsuransi

yang diselenggarakan, yaitu:

a. Cadangan teknis asuransi kerugian, terdiri daracgén atas premi
yang belum merupakan pendapatan, dan cadangan klaim

b. Cadangan teknis asuransi jiwa, terdiri dari cadangaemi,
cadangan premi anuitas, cadangan atas premi yargmn be
merupakan pendapatan dan cadangan klaim.”

Cadangan teknis tersebut dapat diartikan sebagaa dang harus
disisakan untuk memenuhi kewajiban kepada tertamg@iau pemegang polis.

Selain itu, bentuk tanggung jawab perusahaan raasuterhadap tertanggung

" IndonesiaPeraturan Pemerintah Republik Indonesia TentangyBlemggaraan Usaha
PerasuransianPP No. 73 Tahun 1992, ps. 14 ayat (1).
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dapat ditemukan pada adanya klaudaiaGratia Paymendi dalam perjanjian

reasuransi. Klausula tersebut mengatur pembayaramm kkepada pihak

tertanggung apabila terjadi suatu klaim yang tidgimin menurut kondisi dan
syarat-syarat pertanggungan yang tercantum dalahis psuransi, sehingga
dengan adanya klausula ini, pihak tertanggung dapap menuntut haknya untuk
mendapatkan ganti rugi apabila pihak penanggungugpbaan asuransi) tidak
mau memberikan ganti rugi/membayar klaim tersebut.

Dalam hal perusahaan asuransi tidak dapat memekeiuajibannya
kepada tertanggung karena perusahaan tersebut la@ngeailit atau dilikuidasi
oleh pemerintah maka undang-undang melindungi lakariggung sebagai
berikut:2

(1) Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan dd&ta@maturan
Kepailitan, dalam hal terdapat pencabutan izin assbagaimana
dimaksud dalam Pasal 18, maka Menteri, berdas&dpentingan
umum dapat memintakan kepada Pengadilan agar pearsgang
bersangkutan dinyatakan pailit.

(2)Hak pemegang polis atas pembagian harta kekayaarsaP@an
Asuransi Kerugian atau Perusahaan Asuransi Jiwg gidikuidasi
merupakan hak utama.

24.3 Konsep Hubungan Antara Pihak Tertanggung dengan Pihak
Penanggung Ulang Dalam Perjanjian Reasuransi

Secara formilnya, perjanjian reasuransi hanya ratédén dua pihak saja,
yaitu perusahaan asuransi sebagai penanggung dssapaan reasuransi sebagai
penanggung ulang. Meskipun demikian, mengingat rkapgan tertanggung dan
kedudukannya di dalam perjanjian asuransi, makaraetidak langsung pihak
tertanggung terlibat di dalam perjanjian reasuransi

Konsep keterlibatan tertanggung dalam perjanjiasusansi dapat dilihat
pada penjelasan seperti dibawah ini:
1) Penerapan Pasal 1317 KUHPerdata

2 Indonesia,undang Undang Tentang Usaha Perasuransidiy No. 2, L.N no. 13
Tahun 1992, T.L.N. No. 3467, ps. 20.
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Pasal 1317 KUHPerdata menyatakan sebagai berikut:

“Lagi pun diperbolehkan juga untuk meminta ditetapkya suatu

janji guna kepentingan seorang pihak ketiga, apahibtu penetapan
janji, yang dibuat oleh seorang untuk dirinya sendatau suatu

pemberian yang dilakukannya kepada seorang laimmuat suatu

janji yang seperti itu.

Siapa yang telah memperjanjikan sesuatu sepettitidak boleh

menariknya kembali, apabila pihak ketiga terseblght menyatakan
hendak mempergunakannya.”

Pasal 1317 KUHPerdata ini mengandung suatu ketentsebagai
pengecualian terhadap ketentuan bahwa perjanjiayahaerlaku bagi para pihak
yang melakukan perjanjian tersebut. Penerapan A&dal KUHPerdata dapat
dilaksanakan dalam hal janji kepada pihak ketigaatdipenuhi apabila dipenuhi
salah satu dari syarat-syarat sebagai berikut:

a) Adanya suatu penetapan janji yang dibuat oleh sasgountuk dirinya
sendiri, atau
b) Adanya suatu pemberian janji yang diberikan kepadag lain.

Siapapun yang telah memperjanjikan hal tersebutasliatidak boleh
menariknya kembali apabila pihak ketiga telah m&akan kehendaknya untuk
menyetujui perjanjian tersebut.

Prof. Dr. Mariam Badrulzaman menjelaskan bahwai jantuk pihak
ketiga tersebut merupakan suatu penawaran yangukda oleh pihak yang
meminta diperjanjikan hak (stipulator) kepada pitkakiga’® Stipulator tersebut
tidak dapat menarik kembali perjanjian itu apapilaak ketiga telah menyatakan
menerima perjanjian tersebut. Stipulator tersebegadakan perjanjian dengan
promissor. Dalam hal perjanjian reasuransi, baidladam inti perjanjian maupun
perjanjian tambahan, tidak menunjukkan adanya gaajuterhadap pihak ketiga
(tertanggung).

3 Mariam Darus BadrulzamaKjtab Undang-Undang Hukum Perdata Buku Ill Hukum
Perikatan dengan PenjelasafBandung: Alumni, 1983), hal. 96.
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Apabila penanggung bertindak sebagai stipulatorkamia harus aktif
melakukan suatu penawaran kepada pihak ketigaarfgggting). Akan tetapi,
penawaran tersebut tidak pernah dan tidak akarkuliéan oleh perusahaan
asuransi sebagai penanggung, sehingga apabilaih@rjadi maka perusahaan
reasuransi akan bertindak sebagai promissor. dadjash demikian dapat dilihat
jelas bahwa perjanjian reasuransi merupakan pemarygang berdiri lepas dari
perjanjian asuransi.

Perjanjian reasuransi dan perjanjian asuransi nakarp dua perjanjian
yang berbeda. Pada perjanjian asuransi, hubunglmrhterjadi antara pihak
penanggung dengan pihak tertanggung, sedangkan gerginjian reasuransi,
hubungan hukum terjadi antara pihak penanggung atemghak penanggung
ulang. Jadi dalam perjanjian reasuransi, tertanggatara langsung atau tidak
langsung bukanlah pihak dalam perjanjian. Akan pietaintuk kasus-kasus
tertentu, dapat dipergunakan klaustdat-through” dimana penanggung pertama
diberikan hak untuk dapat menyelesaikan masalalsegara langsung kepada

penanggung ulang.

2) Konsep Hubungan Mata Rantai

Suatu perjanjian lain hanya dapat terjadi apalelaht dilakukan suatu
perjanjian sebelumnya, jadi perjanjian pertama pekan alasan diadakan
perjanjian kedua. Dalam hal ini, perjanjian asuramsrupakan dasar diadakannya
perjanjian reasuransi, tanpa adanya perjanjianaasumaka tidak mungkin ada
perjanjian asuransi. Konsep ini dapat dipergunakdaok menjawab dasar hukum
perjanjian asuransi terhadap perjanjian reasuransi.

Pada hakikatnya, perjanjian reasuransi sama depgganjian-perjanjian
yang lain, yaitu harus memenuhi syarat-syarat yisgbutkan dalam Pasal 1320
KUHPerdata dimana syarat-syarat tersebut akan wherngndasan utama
perjanjian reasuransi. Syarat tersebut masih dandengan syarat-syarat lain
yang akan terdapat pada perjanjian reasuransi &awveamlaupun perjanjian
reasuransi sama dengan perjanjian yang lain, tetga perjanjian tersebut
memiliki ciri-ciri yang khusus yang tidak ada pgeijanjian lain.

" GerathewohlQp. Cit.,hal. 742.
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Secara umum dapat dikatakan bahwa hubungan ansananai dan
reasuransi merupakan suatu hubungan kerjasamasaimg bergantung sama
sama lain dan keterlibatan yang dilakukan oleh pdrak atas dasar timbal balik.
Jadi secara teknis, peran reasuransi terhadapt&egiauransi adalah melindungi
penanggung terhadapinsolvency (ketidakmampuan untuk melakukan
pembayaran) sehingga dapat menjamin stabilitasangah

Tujuan reasuransi semata-mata bersifat teknis ydaqmat meletakkan
perusahaan asuransi pada posisi yang aman dalarpehanggung jawaban
kepada tertanggung, karena konsekuensi materiapasti terjamin dengan
adanya perjanjian reasuransi. Oleh karena itu, kggnan untuk membayar pasti
sangat dijaga oleh perusahaan asuransi demi kagantpara nasabah yang telah

mempercayakan risikonya kepada perusahaan asuransi.

BAB 3
PENUTUP

3.1 Kesmpulan
Berdasarkan pokok permasalahan yang telah dibahalsa kesimpulan

yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1) Bentuk tanggung jawab perusahaan reasuransi kgphdk tertanggung
yaitu perusahaan reasuransi harus memiliki cadatejans seperti yang
dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) PP No. 73 Tah2 IBentang
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Penyelenggaraan Usaha Perasuransian. Cadangans tdknsebut
merupakan suatu antisipasi apabila perusahaannasusabagai pihak
penanggung pertama tidak dapat melaksanakan kemwajha untuk
membayar klaim kepada pihak tertanggung, maka pbaa reasuransi
dapat menggantikan pembayaran klaim tersebut kgpad& tertanggung.
Akan tetapi dalam pembayaran klaim tersebut, peasareasuransi tidak
langsung membayarkannya kepada pihak tertanggunglainkan
pembayaran tersebut dilakukan melalui perusahaamarss sebagai
penanggung pertama. Selain itu, bentuk tanggunghayang lain adalah
dengan diaturnya klausul&x-Gratia Paymentdi dalam perjanjian
reasuransi. Klausula tersebut mengatur pembaydeam lkepada pihak
tertanggung apabila terjadi suatu klaim yang tiddjamin menurut
kondisi dan syarat-syarat pertanggungan yang tencardalam polis
asuransi, sehingga dengan adanya klausula inik géréanggung dapat
tetap menuntut haknya untuk mendapatkan ganti apgbila pihak
penanggung (perusahaan asuransi) tidak mau meraberiganti
rugi/membayar klaim tersebut.
Hubungan antara perusahaan reasuransi dan pitakggung diatur di
dalam Pasal 1317 KUHPerdata. Pasal 1317 KUHPendeiagandung
suatu ketentuan sebagai pengecualian terhadapkatelbahwa perjanjian
hanya berlaku bagi para pihak yan melakukan péaj@antersebut.
Penerapan Pasal 1317 KUHPerdata dapat dilaksardddam hal janiji
kepada pihak ketiga dapat dipenuhi apabila dipesalah satu syarat-
syarat sebagai berikut:
a) Adanya suatu penetapan janji yang dibuat oleh sasgaintuk dirinya
sendiri, atau
b) Adanya suatu pemberian janji yang diberikan kemadag lain.
Siapapun yang telah memperjanjikan hal tersebutagliatidak boleh
menariknya kembali apabila pihak ketiga telah meakan kehendaknya
untuk menyetujui perjanjian tersebut. Akan tetailyp dipahami bahwa
dalam konteks ini, perjanjian reasuransi merupaka&nanjian yang
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berbeda dan berdiri sendiri dan tidak berhubungangan perjanjian

asuransi.

Saran

Saran dari penulis mengenai permasalahan ini adelzdgai berikut:
Untuk mengantisipasi kelalaian dalam pembayaramklmaka cadangan
teknis seperti yang dimaksud dalam Pasal 14 ayaPPLNo. 73 Tahun
1992 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransiendigerbesar lagi
jumlahnya, sehingga hak tertanggung untuk menepambayaran klaim
atas kerugian yang dideritanya dapat lebih terjamin

Ketentuan dalam Pasal 1317 KUHPerdata mengenainigainu antara
pihak tertanggung dengan pihak penanggung ulangrugpkaan
reasuransi) harus dicantumkan baik di dalam peg@nasuransi (polis
asuransi) maupun dalam perjanjian reasuransi, ggaipihak tertanggung
mengetahui secara jelas hubungannya dengan peamsasaransi dan

perusahaan reasuransi.
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